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ABSTRAK 

Julia Sri Anita, 2023. Implementasi Anggaran Dana Desa dalam Menunjang 

Pembangunan Infrastruktur di Desa Pattappa Kecamatan Pujananting 

Kabupaten Barru. (Dibimbing oleh Fatmawati dan Adnan Ma’ruf) 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi anggaran dana desa 

dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur di Desa Pattappa Kecamatan 

Pujananting Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis melalui redukasi data, penyajian data, 

dan pengambilan kesimpulan. Adapun teknik pengabsahan data dilakukan melalui 

triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. 

 Hasil penelitian yang dapat dilihat dari 4 aspek yaitu: (1) komunikasi 

(communication) yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan masyarakat 

melalui kegiatan sosialisasi maupun musyawarah desa mampu menunjukkan 

bahwa pemerintah desa memiliki sikap dan persepi yang konsisten pada SOP 

sehingga membuat masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah desa. (2) 

Sumber daya yang dimiliki pemerintah desa Pattappa sudah cukup baik, dilihat 

dari jumlah staf sudah relatif cukup apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi 

yang harus dilaksanakan, sedangkan sumberdaya peralatan yang dimiliki desa 

Pattappa dari segi perlengkapan sarana dan prasarana maupun fasilitas sudah 

cukup memadai, diantaranya sudah tersedianya infrastruktur desa. (3) Disposisi 

(disposition) terkait dengan sikap pelaksana, pemerintah desa selalu berusaha 

untuk memaksimalkan kinerja aparat desa untuk meningkatkan kualitas kinerja 

yang baik sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (4) 

Struktur birokrasi (bureucratic structure) pemerintah desa dalam melaksanakaan 

tugasnya harus sesuai dengan ukuran dasar kinerja dan disesuaikan dengan 

pemahaman dan prosedur yang ada, karena setiap bagian pelaksana memiliki 

tugas masing-masing dan memiliki prosedur masing-masing yang dijadikan 

indikator dan acuan dalam melaksanakan tugasnya. 

Kata kunci: Implementasi, Anggaran Dana Desa, Pembangunan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang  

Pembangunan suatu Negara pada hakikatnya bertujuan untuk mensejahterakan 

masyarakat, hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang 

menyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan 

ketertiban dunia. 

Konsep pembangunan khususnya di Indonesia tidak terlepas dari sistem 

administrasi yang memiliki arah dan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, 

karena pembangunan merupakan agen perubahan dengan tujuan peningkatan 

kesejahteraan bagi masyarakat dalam berbagai aspek. Kemudian dalam nilai 

pembangunan harus ada sebuah perubahan untuk memiliki nilai peningkatan 

sebagai proses pelaksanaan penyelenggaraan proses. 

Dalam Undang-Undang No 8 tahun 2022 Pasal 7 Tentang Penetapan 

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

Pembangunan infrastruktur desa mempunyai peranan yang sangat penting dan 

strategi dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena 

di dalamnya terkandung unsur pemarataan pembangunan dan hasil hasilnya dapat 
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menyentuh secara langsung terhadap kepentingan masyarakat. Sebagian besar 

masyarakat yang bermukim di suatu pedesaan dalam upaya rangka meningkatkan 

kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa berkedudukan sebagai sub 

sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, sehingga desa 

memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas 

dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan 

maka dibutuhkan sumber pendapatan desa. 

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa juga bertanggungjawab untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam meningkatkan 

kesejahteraan tersebut, pemerintah melakukan upaya dengan membuat suatu 

kebijakan yang berpengaruh dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat. 

Pembangunan pedesaan juga merupakan suatu program pembangunan yang 

dilakukan secara terencana atau meningkatkan produksi, pendapatan, 

kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup  masyarakat. 

Menurut Permendes Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 1 menyatakan bahwa Dana 

Desa adalah bagian dari dana transfer ke Daerah yang diperuntuhkan bagi desa 

dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. 
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Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan 

pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur karena infrastruktur merupakan 

kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktivitas 

sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil 

dari keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu keberhasilan otonomi 

daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhnya pembangunan 

infrastruktur bagi masyarakat. Salah satu program pemerintah dalam mendukung 

pembangunan infrastruktur desa yaitu dengan mengeluarkan Anggaran dana desa 

sebagai salah satu sumber pendapatan dana desa. Sebagaimana menurut Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 1 Menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana 

yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa atau sebutan lain yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

Sehingga Dana desa ini diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi desa 

dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa, menuju desa yang kuat, 

maju dan mandiri. 

Anggaran Dana Desa dalam implementasinya yang diselenggarakan oleh 

beberapa institusi pemerintahan daerah yaitu pertama pemerintah daerah itu 

sendiri selaku regulator atau pembuat kebijakan penggunaan dan pemanfaatan, 

kedua yaitu pemerintah kecamatan bersama instansi teknis terkait yang 

memainkan peran pengawasan, pendampingan dan fasilitator dan yang, ketiga 

atau terakhir adalah pemerintah desa itu sendiri sebagai penerima, pemakai dan 

pengguna dana tersebut. 
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Anggaran dana desa itu sendiri di alirkan untuk membangun dan pemeliharaan 

desa diantaranya seperti: perbaikan akses jalan, pembangunan jalan tani, 

pembangunan lumbung desa dan pembangunan fisik lainnya. Anggaran dana desa 

juga mempunyai prioritas pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kapasitas 

masyarakat desa.  

Namun saat ini kondisi masyarakat Desa Pattappa Kecamatan Pujananting 

masih kurang merasakan kehadiran program pemerintah baik itu implementasi 

pembangunan maupun pemberdayaan terhadap masyarakat yang secara ekonomi 

masih kurang, partisipasi masyarakat dalam program pelaksanaan pembangunan 

infrastruktur masih rendah, swadaya masyarakat rendah karena kondisi ekonomi 

yang masih sulit. Namun di sisi lain pemerintah desa juga tidak memiliki program 

yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat umum, sehingga 

masyarakat Desa belum bisa merasakan dan ikut berpartisipaasi secara optimal 

dalam pembangunan infrastruktur Desa. 

Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru salah satu daerah 

yang terletak di Sulawesi Selatan, Desa Pattappa termasuk desa yang berada di 

dalam wilayah kabupaten Barru. Dahulu, banyak masyarakat yang mengeluh 

dengan pembangunan infrastruktur yang kurang memadai bagi masyarakat 

termasuk akses jalan yang kurang baik.  

Namun seiring dengan berjalannya waktu, setelah adanya pelaksanaan 

anggaran dana desa untuk menunjang pembangunan infrastruktur di desa, 

mulailah terlihat perkembangan yang semakin meningkat seperti adanya 

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti perbaikan 
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infrastruktur jalan, pembuatan jalan tani, pembangunan lumbung desa dan 

pembangunan jalan yang merupakan akses penghubung bagi masyarakat desa. 

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan aparatur desa sangat 

berperan penting untuk kemajuan desa.  

Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru merupakan desa yang 

dulunya belum memiliki peningkatan pembangunan di bandingkan dengan desa 

yang lainnya, namun dengan adanya pembangunan infrastruktur yang di lakukan 

pemerintah, kini desa tersebut memiliki kemajuan peningkatan pembangunan 

infrastruktur dan akses jalan yang memadai. Selain itu pelaksanaan anggaran dana 

desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur harus transparansi, dimana 

seluruh kegiatan dilakukan berdasarkan pengetahuan masyarakat dan seluruh 

anggaran pembangunan  desa harus dicatat di papan pengeluaran anggaran 

pembangunan desa karena Pelaksanaan anggaran dana desa dalam meningkatkan 

pembangunan infrastruktur sangat berpengaruh penting dalam proses 

pembangunan infrastruktur desa.  

 Berdasarkan uraian diatas mengenai permasalahan yang telah dikemukakan,  

maka peneliti tertarik mengangkat judul “Implementasi Anggaran Dana Desa 

Dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Di Dasa Pattappa, 

Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini, adalah:  
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1. Bagaimana Implementasi anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan 

infrastruktur di Desa Pattappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru? 

2. Apa yang menjadi Faktor penghambat implementasi anggaran dana desa 

dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pattappa, Kecamatan Pujananting, 

Kabupaten Barru? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian ini, adalah: 

1. Untuk mengetahui Implementasi anggaran dana desa dalam menunjang 

pembangunan infrastruktur di Desa Pattappa, Kecamatan Pujananting, 

Kabupaten Barru. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi Anggaran dana desa 

dalam menunjang pembangunan infrastruktur di Desa Pattappa, Kecamatan 

Pujananting, Kabupaten Barru 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka mafaat 

penelitian ini, adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam 

meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan bagi masyarakat berkaitan  

dengan Implementasi anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan 

infrastruktur di Desa Pattappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru. 

2. Manfaat praktis 
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Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas wawasan serta 

meningkatkan pengetahuan penulis sehingga mampu menghasilkan penelitian 

yang lebih mendalam dan peneliti lebih memahami tentang Implementasi 

anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di Desa 

Pattappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 BAB II 

TINJAU PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu  

Di sini, penulis mencantumkan hasil dari kajian penelitian terdahulu yang 

relevan dengan masalah yang telah diteliti sebelumnya yaitu: 

NO Judul penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1. Menurut Riko 

Tempati, (2017) 

,melakukan penelitian 

yang berjudul dengan 

“Implementasi 

kebijakan Alokasi 

Dana Desa (ADD) 

Dalam pembangunan 

di Desa Tengku 

Dacing Kecamatan 

Tana Lia  Kabupaten 

Tana Tidung” 

Metode yang 

dilakukan dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

metode penelitian 

deskriftif-kualitatif. 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kebijakan Alokasi Dana 

Desa sudah 

terimplementasi, hal 

tersebut dapat dilihat dari 

adanya faktor pendukung 

dalam proses implementasi 

tersebut yakni, adanya dana 

atau anggaran dari 

pemerintah Daerah 

Kabupaten Tana Tidung, 

selain itu juga masih 

adanya dukungan dan 

inisiatif dari masyarakat 

dalam pelaksanaan kegiatan 

atau program-program 

pemerintah Desa. 

 

2. Gt. Judid Ihsan 

Permana (2012), 

melakukan penelitian 

Metode yang 

dilakukan dalam 

penelitian ini 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dalam 

Implementasi Kebijakan 
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dengan judul “ 

Implementasi 

kebijakan Alokasi 

Dana Desa Mehe 

Seberang Kecamatan 

Tanjung Kabupaten 

Tabalong” 

menggunakan 

metode penelitian 

deskriftif-kualitatif. 

 

Aloksi Dana Desa (ADD) 

di Desa Mehe Seberang 

Kecamatan Tanjung 

Kabupaten Tabalong secara 

keseluruhan berjalan 

dengan baik hal ini 

ditunjukkan dengan 

terakomodir sebagian 

keperluan masyarakat di 

Alokasi Dana Desa (ADD), 

meningkatnya 

pembangunan Infrastruktur 

dan terpenuhinya prasarana 

sosial kemasyarakatan. 

Akan tetapi pada 

Implementasinya masih 

terdapat banyak kendala 

dalam memahami dan 

menjalankan isi kebijakan, 

kekeliruan dalam ketepatan 

alokasi sumber dana, 

keterlambatan dalam 

penyampaian laporan ke 

tim Alokasi Dana Desa 

tingkat selanjutnya dan 

kekurangan sumber daya 

aparatur yang terampil. 

3. Abdul Harsin (2015), 

melakukan penelitian 

yang berjudul 

“Implementasi 

Metode yang 

dilakukan dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Implementasi kebijakan 

Alokasi  Dana Desa di 
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kebijakan Alokasi 

Dana Desa (ADD) di 

Desa Sungai Raya 

Kabupaten Kubu 

Raya Kecamatan Su 

ngai Raya Kabupaten 

Kubu Raya Provinsi 

Kalimantan Barat”. 

metode penelitian 

deskriftif-kualitatif. 

 

Desa Sungai Raya 

Kabupaten Kubu Raya 

Secara umum cukup 

terlaksana dengan baik. 

Akan tetapi, ditemukannya 

bebagai permasalahan 

dalam Implementasi 

kebijakan alokasi dana 

desa, kenyaataan tersebut 

terungkap dari 3 (tiga) 

aspek proses implementasi 

kebijakan alokasi dana desa 

yang terdiri dari tahap 

pengorganisasian 

(interpretation), tahap 

interpretasi (interpretation) 

dan tahap aplikasi 

(application). 

4. Kartini Mole (2017) 

melakukan penelitian 

yang berjudul 

ʽʽImplementasi 

Kebijakan Alokasi 

Dana Desa (ADD) 

dalam pembuatan 

Infrastruktur Desa’’ 

studi kasus di Desa 

Pinonobatuan 

Kecamatan Modayag 

Barat Kabupaten 

Bolaang Mongondow 

Metode yang 

dilakukan dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

metode penelitian 

deskriftif-kualitatif. 

 

Dalam rangka Pemberian 

bantuan Alokasi Dana Desa 

adalah sebagai bantuan 

stimulant atau dana 

perangsang untuk 

mendorong dalam 

membiayai program 

pemerintah desa yang 

ditunjang dengan 

partisipasi swadaya gotong 

royong masyarakat dalam 

melaksanakan kegiatan 

pemerintahan dan 
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Timur, pemberdayaan masyarakat 

dalam pembangunan dan 

pembuatan infrastruktur 

Desa. Hasil penelitian 

tersebut adalah 

menunjukkan bahwa 

implementasi Kebijakan 

Alokasi Dana Desa (ADD) 

yang telah dilaksanakan 

mulai dari tahun 2016 di 

Desa Pinonobatuan masih 

ditemui adanya kendala dan 

masalah mulai dari tidak 

ada koordinasi, hingga 

tidak adanya transparansi 

dari sangadi kepada 

masyarakat dan sebagian 

perangkat desa, begitu pula 

dengan kurangnya 

koordinasi dan transparansi 

dari Sangadi sehingga 

membuat ini menjadi 

kendala dalam proses 

implementasi kebijakan. 

 

5. Megawati, R.Hayati, 

dan Murjani (2018), 

Melakukan penelitian 

dengan judul “ 

Implementasi 

kenijakan Alokasi 

Metode yang 

dilakukan dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

metode penelitian 

deskriftif-kualitatif. 

Hasil penelitian yang 

dilakukan menunjukkan 

bahwa Implementasi 

kebijakan Alokasi Dana 

Desa terhadap 

pembangunan infrastruktur 
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Dana Desa (ADD) 

Terhadap 

pembangunan 

Infrastruktur di lihat 

dari aspek sumber 

daya di Desa Banyu 

Landas Kecamatan 

Benu” 

 dilihat dari aspek sumber 

daya di Desa Banyu Landas 

Kecamatan Benua Lima 

Kabupaten Brito Timur 

sudah berjalan dengan baik. 

Akan tetapi masih ada 

faktor-faktor penghambat 

implementasi kebijakan 

Alokasi Dana Desa di Desa 

Banyu Landas diantaranya, 

sosial budaya dan 

perkembangan Ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

 

B. Konsep dan Teori Implementasi 

1.  Pengertian Implementasi 

Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement yang berarti 

mengimplementasikan. Implementasi merupakan sarana untuk melaksanakan 

sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu untuk 

mencapai tujuan tertentu. Secara umum implementasi dalam kamus besar 

bahasa indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. 

 Implementasi dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna, 

berikut adalah pengertian implementasi menurut beberapa para ahli: 

 Menurut Nurdin Usman (Usman 2005:70) mengemukakan pendapatnya 

mengenai implementasi. Implementasi adalah bermuara pada aktivitass, aksi, 

tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi  bukan sekedar 
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saktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencanan dan untuk mencapai tujuan 

kegiatan. 

Menurut Syaukani (2006:295) implementasi merupakan suatu rangkaian 

aktifitas dalam rangka mengahatarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga 

kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. 

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup anatara lain: 

a. Persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari 

kebijakan tersebut. 

b. Menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan  implementasi 

termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan 

tentu saja penetapan siapa yang bertanggungjawab melaksanakan 

kebiajakan tersebut. 

c. Bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. 

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi 

kebijakan tersebut sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan 

administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan 

menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran, melainkan menyangkut 

jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan social yang langsung atau tidak 

langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk 

menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai 

hasil kegiatan pemerintah. 

Menurut Hanifah Harsosno (2007:67) mengemukakan bahwa 

implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi 
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tindakan kebijakan dari politik administrasi. Pengembangan suatu kebijakan 

dalam rangka menyempurnakan suatu program. 

Menurut Guntur Setiawan (2009:39) mengemukakan bahwa implementasi 

adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara 

tujuan dan tindakan untuk mencapai serta memerlukan jaringan pelaksana. 

Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa implementasi bukan 

hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan 

secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai 

tujuan kegiatan yang dilakukan.  

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi 

kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif 

yang bertangguh jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan 

ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan 

kekuatan politik, ekonomi, dan social yang langsung atau tidak langsung dapat 

mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah 

agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan 

pemerintah 

2. Model – Model Implementasi  

Model implementasi kebijakan yang berspektif top down diungkapkan  

oleh George C. Edward III menamakan model implementassi kebijakan 

publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam 

pendekatan yang diteorikan oleh George C. Edward III mengemukakan bahwa 
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terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi 

suatu kebijakan yaitu : 

a. Komunikasi 

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementator 

mengetahui apa yang harusnya dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan 

sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga 

akan mengurangi distorsi implementasi.  

b. Sumbe daya 

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, 

tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, 

implementasi tidak akan berjalan efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan 

hanyalah tinggal di kertas menjadi dokumen saja.  

c. Disposisi  

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 

implementator, seperti seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, apabila 

implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat 

menjalankan kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif 

yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi 

kebijakan juga menjadi tidak efektif.  

d. Struktur birokrasi 

Struktur Birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah 

satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya 
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prosedur operasi yang standar (standar operating procedures / SOP). SOP 

menjadi pedoman bagi setiap implementator.  

3. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi  

Implementasi pada program Anggaran Dana Desa dalam menunjang 

pembangunan infrastruktur di Desa Pattappa Kecamatan Pujannating 

Kabupaten Barru tentu ditemukan berbagai hambatan-hambatan yang dapat 

menghambat pelaksanaan kegiatan serta menghambat pencapaian suatu 

tujuan. 

Dalam pelaksanaan Anggaran Dana Desa di Desa Pattappa sudah cukup 

optimal, tapi masih terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi 

dalam merealisasikan Anggaran Dana Desa tersebut: 

Kemampuan dari perangkat desa yang belum memadai menjadi faktor 

penghambat, karena dengan kurang memadai nya kemapuan dari perangkat 

desa maka program-program yang telah di rencanakan akan sulit di 

realisasikan, hal ini terjadi karena kurangnya pendidikan yang di miliki oleh 

perangkat desa rata rata hanya mencapai tingkat SMA/SLTA sederajat 

sehingga mereka tentu belum terlalu memahami secara benar tentang 

Pemerintahan terkhusus Anggaran Dana Desa dan program programnya. 

kemampuan yang belum memadai dari perangkat desa ini juga disebabkan 

kurangnya pelatihan yang khusus dalam pengelolaan program pemerintahan 

seperti berikut ini. 

a. Aturan dan kebijakan yang sering berubah-ubah Sebagaimana yang telah 

disampaikan oleh bedahara desa di mana ia mengatakan dalam kurun 
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waktu satu tahun kebijakan tentang Anggaran Dana Desa sering berubah-

ubah sehingga mau tidak mau perangkat desa juga harus mengubah atau 

merombak APBDes yang sudah disusun, hal ini menyebabkan program-

program yang seharusnya sudah terlaksana atau sedang berjalan bisa 

berubah atau terhenti ditengah jalan karena dana yang sudah direncanakan 

berubah akibat dari kebijakan yang sering berubah. Perubahan kebijakan 

atau aturan ini dianggap sangat menggangu apalagi terjadi ditengah tengah 

tahun atau ditengah program yang sedang berjalan. 

b. Kurangnya inovasi dari tim pelaksana Tidak adanya inovasi terutama dari 

Tim Pelaksana tentang aspek-aspek dan jenis-jenis kegiatan pemerintahan 

desa menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program Anggaran 

Dana Desa. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan terutama 

dari Tim Pelaksana. Kekurangan tersebut terlihat dari jenis kegiatan yang 

dilaksanakan dalam program Anggaran Dana Desa yang sama seperti pada 

tahun-tahun sebelumnya dan masih adanya kegiatan yang kurang 

dibutuhkan oleh masyarakat namun justru mendapat skala prioritas tinggi 

untuk dilaksanakan.  

c. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kantor Desa 

sedangkan Sarana dan prasaran merupakan salah satu hal yang mampu 

meningkatkan kinerja dalam pemerintahan, jadi apabila sarana dan 

prasarana kurang akan menjadi kendala atau hambatan yang cukup serius 

dalam pemerintahan itu sendiri, selama ini penyebab utama dari 

keterlambatan dalam hal administrasi di kantor Desa karena kurangnya 
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sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kantor desa sedangkan semua 

urusan administrasi kantor memerlukan komputer aktif  dan printer aktif 

untuk mempercepat proses kinerja pegawai. 

4. Upaya-Upaya Mengatasi Hambatan Pada Implementasi 

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pattappa Kecamatan 

Pujananting Kabupaten Barru dalam mengatasi permasalahan dalam 

merealisasikan Anggaran Dana Desa ada beberapa langkah yang harus 

diambil, yaitu: 

a. Meningkatkan kemampuan atau kapasitas dari aparatur atau perangkat 

desa. 

 Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Desa Pattappa untuk 

mengatasi kendala dari kurangnya kemampuan perangkat desa ini bisa 

dilakukan dengan melakukan pembinaan dan pengembangan melalui 

keikutsertaan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang difasilitasi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Barru melalui pendamping desa, adapun 

kegiatan tersebut yang berupa; Pelatihan bagi bendaharawan dan sekretaris 

desa mengenai surat pertanggungjawaban Anggara Dana Desa, Pelatihan 

penggunaan Internet dan Pelatihan mengenai teknis pertanggungjawaban 

Anggaran Dana Desa. Selain dengan memberi pelatihan, Pemerintah Desa 

juga dapat mengadakan studi banding ke desa lain. Studi banding dilakukan ke 

desa lain yang dalam hal pengimplementasian Anggaran Dana Desa-nya 

sudah dinilai baik dan dapat di contoh, hal ini akan memberi pengalaman dan 

menjadi acuan bagi perangkat desa di Desa Patttappa. 
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b. Menambah fasilitas sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja. 

Upaya yang dapat dilakukan yang berkaitan dengan fasilitas sarana dan 

prasarana yang masih kurang ini dapat berupa penambahan sarana dan 

prasaran yang dianggap dibutuhkan atau perlu adanya penambahan atau 

pengadaan unit baru terutama komputer di mana pada zaman modern sekarang 

semua pekerjaan sudah membutuhkan komputer, maka penambahan atau 

pengadaan unit komputer ini sendiri akan menjadi peningkat kinerja dari 

aparat desa dalam melaksanakan segala urusan. Penambahan dan pengadaan 

ini juga tidak menutup kemungkinan ada di bagian lain yang dianggap 

diperlukan atau dibutuhkan. 

c. Melakukan komunikasi dan konsultasi yang intens dengan pemerintah 

daerah yang berkewenangan. 

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengatasi 

kendala dalam implementasi Anggaran Dana Desa berupa adanya aturan yang 

sering berubah-ubah adalah dengan dibangunnya komunikasi yang intens dan 

harmonis dengan pihak yang membuat kebijakan, agar dalam setiap perubahan 

yang terjadi dapat segera ditindak lanjuti dengan baik akibat dari komunikasi 

yang baik, karena dengan adanya komunikasi yang baik, akan memungkinkan 

pemerintah desa akan dengan segera mengetahui bahwa akan ada perubahan 

kebijakan dan akan mendapat bimbingan dan arahan yang akan membantu 

perangkat desa dalam pengimplementasian Anggaran Dana Desa. 
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C. Implementasi Anggaran  

 Dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa tentunya didukung dengan 

kondisi keuangan yang baik pula, bukan hanya itu tetapi dalam membangun 

meningkatkan pembangunan yang ada di desa, keuangan hal yang diutamakan 

sesuai dengan yang diharapkan khususnya bagi masyarakat yang ada di desa 

tersebut. Anggaran merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari dana 

perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota 

untuk dibagikan kepada tiap-tiap desa guna untuk meningkatkan 

pembangunan di desa dan untuk kesejahteraan masyarakat desa. 

 Implementasi Anggaran sangat penting dalam meningkatkan 

pembangunan yang ada di desa, dengan adanya pembangunan desa yang 

maksimal maka dapat menciptakan tata kelola yang baik di desa tersebut. 

 Sumber Anggaran desa bukan hanya dari pemerintah Provinsi, 

Kabupaten/Kota melainkan juga dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa 

(APBDes), seperti: Pajak Bumi Bangunan (PBB) masyarakat desa, APBDes 

merupakan instrumen yang paling penting yang dapat menentukan 

terwujudnya tata pemerintahan yang baik di desa. 

D. Konsep Anggaran Dana Desa 

1. Anggaran Dana Desa 

Anggaran dana desa tersebut juga akan mendorong terlaksananya otonomi 

daerah melalui pemerintahan desa, juga dengan anggaran dana desa ini dapat 

menstimulasikan pengembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat 

perdesaan sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi dan sosial terhadap 
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masyarakat desa, kemudian masyarakat desa mampu meningkatkan taraf 

hidup yang lebih baik. 

Pada dasarnya bantuan daerah ini ditujukan untuk meningkatkan 

pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan. 

Bantuan tersebut diambil dari dana perimbangan keuangan yang berasal dari 

pusat dan daerah yang dianggarakan masing-masing paling sedikit 10% untuk 

anggaran dana desa. 

menurut Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2021  Pasal 1 Menyatakan 

bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang 

diperuntukkan bagi desa atau sebutan lain yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana yang 

dijelaskan dalam Permendesa PDTT 21 tahun 2020 Pasal 2 bahwa Pedoman 

umum dalam Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam: 

a. penyelenggaraan Pembangunan Desa; 

b. penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 

c. fasilitasi Pembangunan Desa; 

d. pengembangan kerja sama Desa; 

e. pengembangan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan 

f. fasilitasi penanganan bencana alam dan/atau bencana non alam. 

2. Anggaran Penerima Desa 

Menurut Mardiasmo (2009), Anggaran merupakan pernyataan mengenai 

estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang 
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dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran adalah proses 

atau metode untuk mempersiapkan suatu Anggaran. 

Anggaran Desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan 

oleh pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintah Desa 

dan badan permusyawaratan Desa, serta ditetapkan oleh peraturan Desa. 

Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun (V. Wiratna 

Sujarweni: 2015). 

3. Anggaran Pengeluaran Desa 

Anggaran pengeluaran desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa 

yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan 

di peroleh pembayarannya kembali oleh desa. belanja desa dipergunakan 

dalam rangka mendanai penyelenggaranaan kewenangan desa. belanja desa 

meliputi beberapa kelompok antara lain: 

a. Penyelenggaraan pemerintah. 

b. Pelaksanaan pembangunan desa. 

c. Pembinaan kemasyarakatan desa. 

d. Pemberdayaan masyarakat desa. 

e. Belanja tak terduga. 

E. Infrastruktur Desa  

1. Infrastruktur Desa 

Infrastruktur Desa yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran 

masyarakat Desa. Hal yang harus dipikirkan adalah kita harus mampu 

membangun sebuah infrastruktur yang saling terintegrasi satu sama lainnya. 
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Karena ini merupakan sebuah kemampuan sebuah bangsa dalam 

melaksanakan pembangunan infrastruktur. Seringkali kita melihat akses jalan 

rusak, gedung tidak terurus, jembatan yang rusak total.  

Dalam kaitan dengan persoalan pengembangan wilayah, kegagalan 

pembangunan infrastruktur lebih disebabkan karena tidak melibatkan 

masyarakat sebagai pengguna ruang baik dalam hal perumusan tujuan, 

perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pemeliharaannya. Mengingat 

infrastruktur merupakan unsur strategis yang sangat penting dalam 

mewujudkan struktur pertumbuhan dan perkembangan suatu Desa, dan 

merupakan pendukung bagi perkembangan perekonomian dan kemajuan 

sosial masyarakat Desa . 

2. Ruang lingkup pembangunan infrastruktur desa 

Pembangunan infrastruktur desa ini sangatlah penting untuk kebutuhan 

masyarakat Desa demi menjamin kesejahteraan pada warga Desa sendiri. 

Begitu pula untuk pembangunan infrastruktur desa, merupakan kebutuhan 

yang sangat dibutuhkan untuk semua orang yang artinya bahwa pembangunan 

infrastruktur ini harus ada demi kemajuan dan kesejahteraan suatu Desa.  

Agar lebih jelas ruang lingkup pembangunan infrastruktur dapat dibagi 

menjadi tiga bagian, yaitu : 1) Pembangunan infrastruktur transportasi 

perdesaan guna mendukung peningkatan aksessibilitas masyarakat kota, yaitu: 

jalan, jembatan, tambatan perahu. 2) Pembangunan infrastruktur yang 

mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasiperdesaan. 3) Pembangunan 
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infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, 

meliputi: penyediaan air minum, sanitasi perkotaan. 

F. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah salah satu acuan dalam melaksanakan sebuah penelitian 

agar penelitian tersebut dilakukan secara  tersusun  dan sistematis. Penelitian ini 

dilakukan di Desa Pattappa Kecamantan Pujananting Kabupaten Barru untuk 

mengetahui pengimplementasian anggaran dana desa dalam menunjang 

pembangunan infrastruktur desa.  

Penelitian ini tentang implementasi anggaran dana Desa dalam menunjang 

pembangunan infrastruktur di Desa Pattappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten 

Barru dapat dianalisis berdasarkan indikator implementasi yaitu:, (1) Komunikasi, 

(2) Sumber daya, (3) Disposisi, (4) Struktur organisasi. George C. Edward III 

(dalam Agustino,2014:149-154). 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomedasi bagi kantor desa 

Pattappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru agar dapat memberikan 

pembangunan infrastruktur yang memadai kemasyarakat. Sesuai dengan uraian 

yang telah dikemukakan, mendasari lahirnya kerangka pikir penelitian seperti 

pada Gambar dibawah ini. 
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Gambar 2.1  

Kerangka pikir penelitian 

 

G. Fokus Penelitian 

  Pada penelitian ini dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka 

peneliti memandang permasalahan lebih berfokus pada implementasi anggaran 

dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa pattappa, 

kecamatan pujananting, kabupaten barru bertujuan untuk meninjau dan meneliti 

terkait dengan pelaksanaan anggaran dana desa dalam membangun infrastruktur 

desa. 

Indikator Implementasi Menurut  

George C. Edward III 

 

1. Komunikasi (communication) 

2. sumber daya (resource) 

3. disposisi (disposition) 

4. struktur birokrasi (bureucratic structure) 

 

 

 

 

 

 

Implementasi anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan 

Infrastruktur di Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru 

Pembangunan infrastruktur di desa Pattappa Kecamatan Pujananting 

Kabupaten Barru 
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H. Deskripsi Fokus 

Adapun deskripsi fokus dari penelitian implementasi anggaran dana desa 

dalam meunjang pembangunan infrastruktur di Desa Pattappa Kecamatan 

Pujananting Kabupaten Barru adalah: 

1. Komunikasi 

Keberhasilan suatu implementasi dengan melalui komunikasi secara jelas dan 

konsisten untuk menjelaskan bagaimana interaksi komunikasi antara 

pemerintah dan organisasi yang terlibat dalam pengimplementasian Anggaran 

Dana Desa.  

2.  Sumber daya 

Sumber daya yaitu menjelaskan terkait bagaimana sumber daya yang dimiliki 

dapat memberikan kontribusi atau pengaruh yang besar terhadap implementasi 

Anggaran Dana Desa. 

3. Disposisi  

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana seperti 

seperti persepsi, komitmen, kejujuran, sifat demokratis, dan tindakan 

pelaksana dalam implementasi Anggaran Dana Desa. 

4. Struktur birokrasi 

Salah satu aspek yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur 

operasi yang standar (standar operating procedures atau SOP), struktur 

organisasi pelaksana mempunyai pengaruh penting dalam melakukan  

implementasi Anggaran Dana Desa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini kurang lebih 2 (dua) 

terhitung mulai tanggal 11 Mei s/d 11 Juli 2023. Lokasi penelitian akan dilakukan 

di kantor Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

1. Jenis penelitian 

 Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni 

mendeskripsikan tentang Implementasi Anggaran Dana Desa Dalam 

Menunjang Pembangunan infrstruktur Desa Pattappa Kecamatan Pujananting 

Kabupaten Barru. Berhubungan dengan hal yang diteliti adalah fenomena 

social, maka dibutuhkan informasi mendalam melalui pendeskripsian 

berdasarkan ungkapan maupun Bahasa masing-masing informan sehingga 

dapat diungkapkan makna sebenarnya dari informasi yang di peroleh. 

2. Tipe penelitian  

Adapun tipe penelitian ini adalah fenomenologi yang dimaksud untuk 

memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti 

berdasarkan pengalaman yang telah dialami informan. Masalah yang akan 

diteliti terkait Implementasi Anggran Dana Desa Dalam Menunjang 

Pembangunan Infrastruktur Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten 

Barru. 
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C. Sumber Data  

Sumber data dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpulan data, sedangkan data sekunder merupakan suatu 

data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau data yang diperoleh dari 

pihak lain. 

1. Data primer  

Data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek 

penelitian, observasi atau pengamatan langsung di lapangan dan pencatatan 

dokumen atau data yang berhubungan dengan penelitian. 

2. data sekunder 

Data sukender didapatkan melalui penelitian terdahulu, peraturan 

peerundang undangan, jurnal ataupun informasi lainnya yang dapat 

mendukung data primer dan berhubungan dengan judul penelitian. 

D. Informan 

Adapun teknik penentuan Informan dalam penelitian ini adalah orang 

orang yang didasarkan pada kemampuan dan pengalamannya unntuk 

memberikan informasi yang akurat sesuai maksud penelitian yaitu tentang 

Implementasi Anggaran Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan 

infrastruktur Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. 

Dalam penelitian ini informan yang dimaksud adalah kepala kantor Desa 

dan staf Kantor Pemerintah Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten 

Barru. Informan tersebut adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 : Informan Penelitian 

 

No. 

 

Jabatan  

 

inisial 

 

Nama  

1. Kepala Desa  MS Mansur,A.Ma.Pust  

2. Kaur Keuangan dan Aset Desa MY Mayang. S.Pd 

3. Sekertariat Desa RS Rais. SE 

4. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) RH Rohani. S.Pd 

5. Masyarakat (Kepala Dusun) SP Saripudding 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis 

dalam penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini Teknik 

pengumpulan data lebih banyak dilakukan dalam observasi, wawancara 

mendalam, dan dokumentasi. 

Untuk memperoleh data yang valid dan relevan, maka penelitian ini 

menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni: 

a. Observasi 

Teknik observasi ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan 

pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang benar-benar terjadi di  

kantor Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. Kegiatan 

pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan-

keterangan data yang lebih akurat dan untuk mengetahui relevasi antara 

jawaban responden dan kenyataan yang terjadi dilapangan. 
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Proses pengumpulan data yang dilakukan secara observasi yaitu peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung atau berkunjung langsung pada 

tempat yang ingin diteliti dalam hal mengetahui implementasi Anggaran Dana 

Desa Dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Desa. 

b. Wawancara    

Teknik wawancara ini merupakan tanya jawab antara dua orang atau lebih 

secara langsung. Wawacara yang yang digunakan peneliti adalah wawancara 

yang dilakukan secara langsung terhadap informan atau responden. Peneliti 

menggunakan handphone dengan aplikasi voice recorder untuk merekam hasil 

wawancara dari responden. Responden diminta untuk memberikan informasi 

dalam bentuk fakta yang terjadi, opini yang ingin disampaikan tentang diri 

sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan 

pribadi. 

c. Dokumentasi   

Teknik dokumentasi ini merupakan cara memperoleh data yang akurat 

dengan mempelajari, mencatat atau membuat salinan dari dokumen-dokumen 

dan arsip-arsip yang berhubungan objek penelitian. Dalam pedoman 

dokumentasi ini peneliti menggunakan handphone untuk menguatkan data 

yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dari peneliti. Peneliti 

mengambil gambar disetiap melakukan wawancara dengan responden untuk 

mendukung  data penelitian. 
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah langkah yang dilakukan untuk mengelolah data 

dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa 

dan menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. 

Data yang telah di dapatkan selanjutnya di analisis dengan menggunakan 

teknik analisa kualitatif. Adapun tahapan teknik analisis yang dilakukan oleh 

peneliti adalah, sebagai berikut:  

1. Pengumpulan data  

Pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam melakukan 

penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk 

mendapatkan data, Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneiti 

tidak akan mendapat data yang dapat memenuhi standar data yang ditetapkan. 

2. Redukasi data   

Reduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak 

sehingga hal pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu merangkum, 

menyeleksi, mempertegas, memfokuskan kepada hal yang penting, mencari 

tema dan pola, serta mengatur data sedemikian mungkin sehingga dapat 

memberikan sebuah kesimpulan yang terkait dengan objek penelitian untuk 

mempermudah mengatur pengumpulan data selanjutnya. 

3. Sajian data  

Sajian data yang dilakukan oleh peneliti yaitu membandingkan dan 

menghubungkan semua data yang telah diperoleh baik data primer maupun 

data sekunder. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi singkat yang 
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menjelaskan berbagai hubungan yang ada pada tiap-tiap kategori dan 

melampirkan data dalam bentuk cerita yang sistematis dan logis. 

4. Penarikan kesimpulan  

Pada tahapan ini kesimpulan yang di dapatkan oleh peneliti masih bersifat 

sementara dan akan berubah hingga ditemukannya bukti yang kuat dan 

mendukung untuk digunakan pada tahap selanjutnya. 

G. Teknik Pengabsahan Data 

Dalam penelitian ini, salah satu hal yang sangat penting dan mudah 

dilakukan dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan data 

trigulasi, teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini, 

teknik pengabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi, diantaranya 

yaitu: 

1. Triangulasi sumber  

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber data yang 

berbeda. Misalnya, membandingkan dengan hasil pengamatan dengan 

wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan 

dokumen yang ada.  

2. Triangulasi Teknik  
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Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, 

dokumentasi atau kuesioner. Bila teknik pengujian kredibilitas data tersebut, 

menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih 

lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau sumber data yang telah 

diperoleh untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin 

semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda- beda.  

3. Triangulasi Waktu  

Pengumpulan data  dengan teknik wawancara dilakukan pada pagi hari, 

ketikan narasumber masih dalam keadaan jasmani yang segar, belum terjadi 

banyak masalah, maka data yang dia berikan akan lebih valid dan data akan 

lebih kredibel. Apabila dalam pengujian krediabilitas hasil uji dihasilkan 

tersebut menghasilkan sebuah data penelitian yang berbeda, maka peneliti 

harus melakukannya secara berulang-ulang untuk dapat menemukan kepastian 

data. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Desa Pattappa 

 Sejarah Desa Pattappa tak lepas dari sejarah kerajaan-kerajaan di Kabupaten 

Barru dimana dahulunya Desa Pattappa adalah bagian dari wilayah kerajaan 

Tanete Riaja, Tanete Rilau dan Kecamatan Pattappa. 

 Sebelum kabupaten Barru menjadi daerah otonom, sekitat tahun 1948 

kerajaan Barru menjadi wilayah swapraja dengan membagi wilayah swapraja 

diantaranya terdapat swapraja Tanete dimana di dalamnya mencakup wilayah desa 

Pattappa yang pada saat ini masih berupa wilayah distrik Pattappa yang dipimpin 

oleh seorang pangara namun karena minimnya informasi yang dapat diperoleh 

sehingga nama-nama yang pangara yang pernah memimpin tidak dapat kami 

paparkan disini akan tetapi pada masa penumpasan di TII tersebut seseorang yang 

bernama Daeng Temmu pernah menjabat sebagai pangara diwilayah distrik 

Pattappa dengan wilayah pemerintahan yang cukup luas mencakup wilayah 

Pattappa Desa Jangan-Jangan hingga sebagaian wilayah Desa Mattirowalie 

dengan pusat pemerintahannya yang berada di dusun Bette yang saat ini 

merupakan wilayah desa Jangan-Jangan. 

 Barulah pada sekitar Tahun  1965-1966 wilayah distrik Pattappa secara 

yuridis resmi menjadi desa kemudia untuk mengankat Kepala Desa maka 

diadakan pemilihan umum dimana pada tahun 1967 Muh. hasyim T. Terpilih dan 

diangkat menjadi kepala desa Pattappa dengan membawahi 15 wilayah dusun 
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setelah masa pemerintahan berakhir sekitar tahun 1981 Desa Pattappa kembali 

mengadakan pemilihan kepala desa menggantikan kepala desa yang akhirnya 

mengankat H. Malik menjadi kepala desa menggantikan kepala desa terdahulu. 

 Pada masa pemerintahan beliau pusat Pemerintahan desa yang dahulunya 

berada di dusun Bette kemudian dialihkan ke dusun Doi-Doi yang kemudian 

terjadi pemekaran wilayah sekitar tahun 1982 dimana sebagai wilayah Desa 

Pattappa menjadi Pattappa lau pada tahun 1993 kembali terjadi pemekaran dan 

pembentukan desa Jangan-Jangan setelah masa pemerintahan H. Malik berakhir 

kemudian pada tanggal 30 Maret 2003. Drs. H. Alimuddin wilayah desa Pattappa 

mencakup 7 dusun yakni dusun Pettung, Pange, Doi-Doi, Palludda, Wanawaru, 

Salopuru dan dusun Bulleangin beliau menjabat  hingga tanggal 12 Agustus 

2008yang kemudian jabatan kepala desa dialihkan kepada sekertarisnya yakni Ir. 

Musakkar. S sebagai penjabat sementara (pjs) hingga tanggal 24 November 2009 

 Pada masa pemerintahan beliau, tepatnya tanggal 20 Agustus 2009 Dusun 

Bulleangin beralih bergabung dengan desa Lassitae kecamatan Tanete Rilau 

sehingga jumlah dusun desa Pattappa berubah menjadi 6 dusun kemudian pada 

tahun 2010 kembali di adakan pemilihan yang akhirnya mengangkat Yusuf  

sebagai kepala desa Pattappa hingga tahun 2015 dan pada tahun 2016 dijabat oleh 

Sultan. SE sebagai (plt) kepala desa Pattappa selama satu tahun kemudian pada 

tanggal 24 Desember 2016 diadakan pemilihan dan Yusuf terpilih kembali 

sebagai kepala Desa Pattappa dengan periode jabatan tahun 2017 sampai tahun 

2022. Kemudian pada tanggal 19 Desember 2022 dilakukan lagi pemilihan desa 

yang terpilih adalah Mansur, A.MA.Pust periode tahun 2023 sampai tahun 2029. 
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 Berikut ini silsilah Kepemimpinan Desa Pattappa Kecamatan Pujananting 

Kabupaten Barru. 

1. Daeng Temmu Tahun 1965-1966 

2.  H. Malik Tahun 1966-1992 

3. Drs. H. Alimuddin Tahun 1993-2003 

4. Ir. Musakkar.S Tahun 2004-2010 

5. Yusuf  Tahun 2011-2022 

6. Mansur, A.Ma.Pust Tahun 2023-2029 

2.  Keadaan Geografis 

 Desa Pattappa secara Geografis berada di ketinggian antara 600-1000 dpl 

(diatas pemukiman laut). Dengan curah hujan rata-rata dalam pertahun antara 150 

Hari, serta suhu rata-rata pertahun adalah 30 s/d 50°C. 

 Secara administrasi Desa Pattappa terletak di wilayah Kecamatan 

Pujananting Kabupaten Barru, Desa Pattappa terdiri dari 8 Dusun, 17 RT, 

Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. Batas wilayah desa yang dinyatakan 

dalam bentuk Peta Desa ditetapkan deangan Peraturan Bupati. Adapun luas 

wilayah Desa Pattappa adalah 3.360 Ha / m2 dengan batas wilayah yaitu: 

  Sebelah Utara  : Kelurahan Mattappawallie 

  Sebelah Selatan : Desa Pujananting 

  Sebelah Timur  : Desa Bacu-Bacu 

  Sebelah Barat  : Desa Jangan-Jangan 
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3. Profil Pemerintahan Desa Pattappa 

 Visi dan Misi Kepala Desa adalah pengembangan desa yang dilakukan pada 

upaya pencapain SDGs Desa, rencana program dan kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat desa yang difokuskan pada upaya SDGs Desa. 

 Visi kepala desa adalah suatu gambaran tentang kondisi desa yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa yang 

dipresentasikan dalam misi serta sejumlah sasaran hasil pembangunan yang 

dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan 

desa dengan melihat potensi dan kebutuhan desa.  

 Penetapan visi kepala desa, sabagai bagian dari perencanaan strategis 

pembangunan desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan 

pembangunan suatu desa yang mencapai kondisi yang diharakan. 

 Visi dan Misi dalam RPJMdesa ini ditetapkan untuk Tahun 2023 -2029 

yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang 

berkepentingan di Desa Pattappa seperti pemerintah Desa, BPD, LPMD, tokoh 

agama, dan masyarakat desa pada umumnya, serta pertimbangan kondisi eksternal 

di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan dan kabupaten. 

 Visi kepala Desa Tahun 2023-2029 ini disusun dengan memperhatikan / 

mengacu Visi pembangunan Jangka menengah yang termuat dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021-

2026, yakni: 
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“Kabupaten Barru Yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan Dan Bernafaskan 

Keagamaan” 

Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Pattappa Tahun 2023-2029 

adalah: 

a. Visi 

“Terwujudnya masyarakat Desa Pattappa yang sejahtera, lahir batin 

dengan tetap bertumpuh pada nilai-nilai moral dan agama, sosial budaya 

serta nilai-nilai kearifan lokal”. 

b. Misi  

Dalam rangka mewujudkan Visi masyarakat yang ada di desa Pattappa yang 

akan menjadi pedoman untuk 6 tahun kedepan. Misi yang telah dirumuskan 

ini merupakan dasar dalam menyusun program dan kegiatan yang akan 

mendukung tercapainya tujuan dari Visi desa. Adapun Misi yang telah 

dirumuskan yaitu: 

1. Menciptakan lingkungan kondusif yang aman, tertib, harmonis, toleran, 

dan menunjang tinggi nilai-niai keagamaan. 

2. Meningkatakan kesejahteraan melalui aksesibilitas dan kualitas 

pelayanan dasar. 

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan Akuntabel 

berbasi teknologi informasi. 

4. Meningkatkan daya saing desa melalui penguatan perekonomian desa, 

penciptaan lapangan kerja serta penanggulangan kemiskinan. 

5. Meningkatkan nilai-nilai budaya / adat-istiadat serta kearifan local 
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4. Struktur organisasi 

 Susunan Organisasi pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dibantu 

perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Pemerintahan 

Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan NKRI. 

 Adapun susunan Organisasi Pemerintahan Desa Pattappa sesudah disahkan 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 4.1 struktur organisasi 
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Tabel 4.1 Daftar Nama-Nama Perangkat Desa 

NO NAMA JABATAN 

1 Mansur, A,Ma.pust Kepala Desa Pattappa 

2 Rais, SE Sekretaris Desa Pattappa 

3 Yusran yusuf, S.Pd Kaur umum 

4 Mayang S.Pd Kaur keuangan 

5 Kaharuddin Kaur perencanaan 

6 Kartati, S.Pd Kaur pemerintahan 

7 Yusuf, S.Sos Kaur kesejahteraan 

8 Nurmiati, S.Pd Kepala dusun padangrewatae 

9 Daming Kepala dusun data 

10 Pacang Kepala dusun palludda 

11 Abdullah Kepala dusun wanawaru 

12 Munsir, S.Pd Kepala dusun kampung baru 

13 Bachtiar jila Kepala dusun salopuru 

14 Huseng Kepala dusun datae 

15 Saripudding Kepala dusun abbolangnge 
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Tabel 4.2 Daftar Nama-Nama Staf Kantor Desa Pattappa 

NO NAMA JABATAN 

1 Hasanawiah, S.Pd Staf desa Pattappa 

2 Halimah, S.Pd Staf desa Pattappa 

3 Resky dewi hartika, S. kom Staf desa Pattappa 

4 Nur amalia yam. SE Staf desa Pattappa 

5 Irmawati Staf desa Pattappa 

6 Liliati  Staf desa Pattappa 

7 Akbar  Staf desa Pattappa 

8 Nasruddin Staf desa Pattappa 

9 Himawati  Staf desa Pattappa 

 

5. Tugas Pokok dan Fungsi 

a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 

1) Pemeliharaan kantor Desa 

2) Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Desa 

3) Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani 

4) Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Air Bersih berskala Desa 

5) Pembangunan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor Desa 

6) Pembangunan dan pengelolaan Sumber Air Pamsimas 

7) Pembangunan Bangunan Penahan Tanah/Bronjong 

8) Pembangunan dan pemeliharaan Jembatan Desa 

9) Pembangunan dan pemeliharaan Saluran Irigasi/Drainase 
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10) Pembangunan Gapura Desa 

11) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Masyarakat. 

b. Pemberdayaan Masyarakat Desa 

1) Penetapan dan penegasan Batas Desa. 

2) Pendataan Desa. 

3) Penyusunan Tata Ruang Desa. 

4) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa. 

5) Operasional Penyelenggaran Pemerintah Desa. 

6) Penyediaan Gedung Kantor Desa Untuk Penyelenggaran pemerintah 

 Desa. 

7) Peningkatan sumber daya Manusia Agar lebih Mengusai Dan 

 Kompeten Dalam Melaksanakan Tupoksinya Masing-Masing. 

c.  Pembinaan Kemasayarakatan 

1.  Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 

2.  Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban 

3.  Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 

4.  Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat 

5.  Pemeliharaan Sarana Dan Prasaran Tempat Ibadah 

6.  Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni 

7.  Pelatihan peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa 

8.  Pemberian Bantuan Masyarakat Miskin / Penanggulangan Kemiskinan 

9.  Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan 

 Masyarakat. 
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B. Hasil Penelitian 

 Dana desa adalah Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntuhhkan 

bagi desa dan di transfer melalui APBD kabupaten/kota pada setiap tahun yang 

digunakan untuk membiayai penyeleggaraan kewenangan desa berdasarkan hak 

asal usul dan kewenangan lokal skala desa. Dana desa yang di berikan oleh 

pemerintah setiap tahunnya sebagai Anggaran untuk membangun infrastruktur 

desa. Penyaluran dana desa merupakan bentuk Anggaran yang di transfer 

langsung oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah Desa 

memiliki tanggungjawab untuk merumuskan strategi dalam mengelola Anggaran 

dana desa dan menyelenggarakan pembangunan infrastruktur desa guna 

meningkatkan pembangunan di desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten 

Barru. Berdasarkan teori dan kerangka pikir pada pembahasan sebelumnya, 

Berikut beberapa hasil wawancara yang telah didapatkan dari berbagai informan 

untuk mengetahui lebih jauh tentang Implementasi Anggaran Dana Desa dalam 

menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattappa Kecamatan Pujananting 

Kabuapaten Barru. 

1. Implementasi anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan 

infrastruktur di desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. 

 Berdasarkan pembahasan mengenai implementasi anggaran dasa desa dalam 

menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattapa, maka penulis 

menggunakan teori dari George C. Edward III (dalam Agustino,2014:149-154). 

Melalui indikator implementasi yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) 

Disposisi, (4) Struktur organisasi.   
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a. Komunikasi (communication) 

 Komunikasi merupakan hal yang sangat penting antar organisasi tidak hanya 

komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa akan tetapi 

komunikasi antar masyarakat juga merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam 

keberhasilan suatu Implementasi agar bisa berjalan dengan baik. 

 Maka dari itu untuk mengetahui komunikasi yang dilakukan antar aparat desa 

maupun komunikasi dengan masyarakat dalam melakukan Implementasi 

Anggaran dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di desa 

Pattappa, Pemerintah Desa melakukan komunikasi melalui: 

1. Kejelasan Informasi 

 Kejelasan Informasi adalah sesuatu yang sangat penting dalam memberikan 

informasi kepada pihak lain. Ketidakjelasan pelaksanaan suatu kebijakan juga 

dapat terjadi karena adanya pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak setuju 

dengan adanya pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan atau 

dikhawatirkan akan merugikan salah satu pihak. 

 Adapun wawancara yang dilakukan peneliti dengan MS selaku Kepala Desa 

Pattappa terkait dengan kejelasan Informasi yang dilakukan oleh pemerintah desa 

dalam implementasi anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan 

infrastruktur di desa Pattappa, memberikan keterangan bahwa: 

“Kami selalu berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dengan 

masyarakat dan saling mendukung satu sama yang lain dalam 

meningkatkan pembangunan desa. kami juga berusaha memberi 

informasi yang jelas kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi” 

(Hasil wawancara, MS, Rabu, 31 Mei 2023). 
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 Dari hasil wawancara MS dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah desa 

selalu berusaha menjalin komunikasi yang baik dan saling mendukung satu sama 

lain dalam hal meningkatkan pembangunan desa serta selalu memberi informasi 

yang jelas kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi. 

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan MY selaku Kaur 

Keuangan dan Aset Desa Pattappa yang mengatakan bahwa: 

“Menurut saya pemerintah desa selalu memberikan informasi jelas 

dalam berinteraksi dengan masyarakat sehingga mereka paham atas 

apa yang kami sampaikan kepada masyarakat. kami juga selalu 

mengadakan musyawarah desa untuk tetap menjaga komunikasi baik 

antara aparat desa dengan masyarakat.”. (Hasil wawancara, MY, 

Rabu, 31 Mei 2023). 

 Dari hasil wawancara MY dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah desa 

Pattappa dalam memberikan informasi kepada masyarakat sudah cukup baik 

karena selalu memberikan informasi yang jelas dalam berinteraksi dengan 

masyarakat sehingga masyarakat paham atas apa yang disampaikan oleh 

pemerintah desa. Serta selalu mengadakan musyawarah untuk tetap menjaga 

komunikasi antara aparat desa dengan masyarakat 

2. Penyaluran Informasi 

 Penyaluran Informasi merupakan persyaratan pertama bagi implementasi 

kebijakan sebab implementors yang melaksanakan kebijakan harus memahami 

apa yang harus mereka lakukan. 

 Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan RS selaku 

Sekertaris desa Pattappa terkait dengan penyalutran informasi kepada masyarakat, 

yang mengatakan bahwa: 
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“Dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat pemerintah desa 

biasanya memberikan informasi melalui surat, sosial media, atau 

dipasang di papan informasi, biasanya kita memberikan informasi 

apabila ada kegiatan sosialisasi atau pelatihan kader-kader yang 

dilaksanakan di desa Pattappa dan masyarakat selalu sebagai 

motivasi dalam kegiatan ini”. (Hasil wawancara, RS, Selasa, 23 Mei 

2023). 

 Dari hasil wawancara RS dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi yang 

dilakukan oleh pemerintah desa dengan masyarakat sudah baik, hal ini dilihat 

dalam memberikan informasi kepada masyarakat biasanya melalui surat, sosial 

media, atau dipasang di papan informasi, pemerintah desa memberikan informasi 

apabila ada kegiatan sosialisasi atau pelatihan kader-kader yang dilaksanakan di 

desa Pattappa dan masyarakat selalu sebagai motivasi dalam kegiatan ini. 

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan RH selaku ketua Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) desa Pattappa t, yang mengatakan bahwa: 

“Terkait dengan penyaluran informasi yang dilakukan oleh 

pemerintah desa dengan masyarakat sudah dikatakan cukup baik, 

namun ada beberapa hal yang memang masih menjadi kendala yang 

sering dihadapi oleh pemerintah desa salah satunya kurang 

melakukan sosialisasi mengenai Anggaran dana desa sehingga hal ini 

menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai 

pengelolaan Anggaran dana desa” (Hasil wawancara, RH, Senin, 29 

Mei 2023). 

 Dari hasil wawancara RH dapat ditarik kesimpulan bahwa penyaluran 

informasi yang dilakukan antar pemerintah desa dengan masyarakat sudah cukup 

baik, walaupun masih ada beberapa hal yang masih menjadi kendala yang sering 

dihadapi oleh pemerintah desa salah satunya kurang melakukan sosialisasi 

mengenai pengelolaan Anggaran dana desa sehingga hal ini menyebabkan 

kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pengeloaan Anggaran dana desa” 
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 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan SP selaku masyarakat 

desa Pattappa yang mengatakan bahwa: 

“Terkait dengan penyaluran informasi biasanya pemerintah desa 

menggunakan sosial media dalam memberikan informasi kepada 

masyarakat, selain itu masyarakat juga selalu ikut dalam kegiatan 

sosialisasi” (Hasil wawancara, SP, Senin, 29 Mei 2023). 

 Dari hasil wawancara SP dapat ditarik kesimpulan bahwa penyaluran 

informasi yang dilakukan pemerintah desa Pattappa dengan masyarakat sudah 

baik, karena penyaluran informasi biasanya menggunakan sosial media dalam 

memberikan informasi kepada masyarakat, selain itu masyarakat juga selalu ikut 

dalam kegiatan sosialisasi.  

3. Konsistensi Infomasi 

 Adapun wawancara yang dilakukan peneliti dengan MS selaku Kepala Desa 

Pattappa terkait dengan Konsistensi Informasi yang dilakukan oleh pemerintah 

desa Pattappa dalam implementasi anggaran dana desa dalam menunjang 

pembangunan infrastruktur di desa Pattappa, memberikan keterangan bahwa: 

“Hal ini dapat kita lihat dari komunikasi pemerintah desa dalam 

melaksanakan kegiatan seperti kegiatan pembangunan infrastruktur 

desa. kami harus memiliki sikap konsisten dalam melaksanakaan 

tugas dan tanggungjawab kami.” (Hasil wawancara, MS, Rabu, 31 

Mei 2023). 

 Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan 

seperti kegiatan pembangunan infrastruktur misalnya pemerintah desa harus 

memiliki sifat yang konsisten dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. 

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan MY selaku Kaur 

Keuangan dan Aset desa Pattappa yang mengatakan bahwa: 
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“Maka setiap pelaksanaan kegiatan kami sebagai aparat desa harus 

memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.” (Hasil 

wawancara, MY, Rabu, 31 Mei 2023). 

 Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setiap pelaksanaan 

kegiatan, pemerintah desa harus memberikan informasi yang akurat kepada 

masyarakat. 

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan RS selaku sekertaris desa 

Pattappa yang mengatakan bahwa: 

“Pemerintah desa sudah melaksanakan komunikasi yang baik dengan 

masyarakat dan mampu menunjukkan adanya sikap dan persepsi yang 

konsisten pada SOP sehingga membuat masyarakat merasa puas.”. 

(Hasil wawancara, RS, Selasa, 23 Mei 2023). 

 Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah desa sudah 

melaksankan komunikasi yang baik dengan masyarakat dan mampu menunjukkan 

adanya sikap dan persepsi yang konsisten pada SOP sehingga membuat 

masyarakat merasa puas.  

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan RH selaku ketua BPD 

desa Pattappa yang mengatakan bahwa: 

“Pemerintah desa selalu memberikan respon baik dalam setiap 

kegiatan sosialisasi sehingga mengundang partisipasi masyarakat dan 

mempermudah masyarakat desa untuk memperoleh informasi.”  

(Hasil wawancara, RH, Senin, 29 Mei 2023). 

 Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah desa selalu 

memberikan respon baik dalam setiap kegiatan sosialisasi sehingga mengundang 

partisipasi masyarakat dan mempermudah masyarakat desa untuk memperoleh 

informasi. 
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 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan SP selaku Masyarakat 

desa Pattappa yang mengatakan bahwa: 

“Masyarakat selalu ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah desa, sehingga komunikasi antara 

pemerintah desa dan masyarakat terjalin dengan baik.” (Hasil 

wawancara, SP, Senin, 29 Mei 2023). 

 Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi anatara 

pemerintah desa dengan masyarakat sudah cukup baik hal ini dilihat dari 

partisipasi masyarakat yang selalu ikut dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan 

oleh pemerintah desa. 

 Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

yang dilakukan oleh pemerintah desa Pattappa sudah baik, mereka saling 

mendukung satu sama lain dalam hal meningkatkan pembangunan infrastruktur 

desa, serta selalu menjaga hubungan baik antara aparat desa dengan masyarakat. 

Pemerintah desa juga sangat membantu dan berperang penting dalam 

meningkatkan keterampilan aparat desa. Pemerintah desa melaksanakan 

komunikasi yang baik dengan masyarakat dan mampu menunjukkan adanya sikap 

dan persepi yang konsisten pada SOP sehingga membuat masyarakat merasa puas. 

Pemerintah desa selalu menjaga komunikasi baik dengan masyarakat melalui 

kejalasan informasi untuk meningkatkan motivasi dalam setiap kegiatan 

sosialisasi mengenai pembangunan desa. Selain itu masyarakat selalu ikut 

berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, 

sehingga komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat terjalin dengan baik. 

Dengan adanya kegiatan sosialisasi dan musyawarah desa maka komunikasi 
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antara aparat desa dengan masyarakat terjalin dengan baik sehingga memudahkan 

pemerintah desa untuk memberikan arahan kepada masyarakat. 

b. Sumber daya  

 Sumberdaya memiliki peranan penting dalam proses implementasi kebijakan. 

Konsisten dan kejelasan suatu kebijakan tidak akan efektif apabila dalam 

pelaksanaannya kurang memiliki sumberdaya. Sumberdaya yang mempengaruhi 

keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu: 

1. Sumberdaya manusia (staf). 

 Sumberdaya manusia dalam konteks ini ialah staff yang merupakan 

sumberdaya yang paling berpengaruh dalam proses pelaksanaan kebijakan 

(Edward III dalam Widodo, 2010:98). Sebagai pelaksana kegiatan, sumberdaya 

manusia harus memiliki jumlah yang cukup serta memiliki kemampuan dan 

keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan implementasi anggaran dana 

desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattappa. 

 Adapun wawancara yang dilakukan peneliti dengan MS selaku Kepala Desa 

terkait dengan Sumberdaya manusia (Staf) yang dimiliki desa Pattappa dalam 

kegiatan Implementasi Anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan 

infrastruktur di desa Pattappa, memberikan keterangan bahwa: 

“Jumlah staf di desa Pattappa sudah relatif cukup apabila 

dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan yaitu 

sebanyak 9 orang staf dengan total 15 (lima belas) orang perangkat 

desa.” (Hasil wawancara, MS, Rabu, 31 Mei 2023). 

 Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah staf yang miliki 

desa Pattappa sudah relatif cukup apabila dibadingkan dengan tugas dan fungsi 
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yang harus dilaksanakan yaitu sebanyak 9 orang staf desa dan 15 (lima belas) 

perangkat desa. 

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan MY selaku Kaur 

Keuangan dan Aset Desa Pattappa yang mengatakan bahwa: 

“Terkait dengan kinerja para staf kantor tentu kami memiliki 

pertanggung jawaban yang besar dalam pengelolaan anggaran dana 

desa, pertama adalah setiap ada pelaksanaan pembangunan yang 

dilakukan harus transparansi atau dalam hal menjalankan tugas 

harus sesuai dengan fungsinya contohya seperti pelaksanaan 

pembangunan desa dan proses pengelolaan keuangan desa misalnya 

pelaporan keuangan desa, laporan anggaran pengeluaran dan 

belanja desa (APBDesa) setiap tahunnya, dll. Itu harus diketahui oleh 

sekertasis desa dan disetujui oleh kepala desa sehingga akan 

kelihatan siapa yang melaksanakan tugasnya dengan baik”. (Hasil 

wawancara, MY, Rabu, 31 Mei 2023).  

  Tabel 4.3 Penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun 2021 di Desa 

Pattappa 

Bidang Jumlah (Rp) 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

Rp. 1.212.059.850,00 

Pelaksanaan 

Pembangunan Desa  

Rp. 506.348.000,00 

Penyelenggaran 

pembinaan Desa 

Rp. 104.580.000,00 

Pemberdayaan 

masyarakat Desa 

Rp. 73.419.000,00 

Penanggulangan Bencana 

dan Darurat 

Rp. 854.203.000,00 

  

 Dari hasil wawancara MY dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggungjawab 

yang dimiliki pemerintah desa dalam mengelola anggaran dana desa sudah baik 

karena setiap pelaksanaan pembangunan desa harus transparansi seperti proses 
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pengelolaan keuangan desa misalnya pelaporan keuangan desa, laporan anggaran 

pengeluaran dan belanja desa (APBDesa) setiap tahunnya, 

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan RS selaku Sekertaris desa 

Pattappa yang mengatakan bahwa: 

“Kinerja staf desa dalam melaksanakan tugasnya sudah dikatakan 

baik karena kami juga selalu diberikan rapat-rapat internal, bagi staf 

desa untuk mengetahui bagaimana cara untuk menggunakan 

anggaran dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur 

desa”. (Hasil wawancara, RS, Selasa, 23 Mei 2023). 

 Dari hasil wawancara RS dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Staf desa 

dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab desa sudah dikatakan baik, Selain 

itu staf desa juga selalu diberikan rapat internal untuk mengetahui cara 

penggunaan anggaran dana desa.  

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan RH selaku ketua Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) desa Pattappa yang mengatakan bahwa: 

“Kemampuan wawasan dan kualitas kinerja staf di desa pattapa 

sudah cukup optimal khususnya berkaitan dengan pengelolaan 

anggaran dana desa maupun dengan pemahaman tentang 

pembangunan infrastruktur desa.” (Hasil wawancara, RH, Senin, 29 

Mei 2023). 

 Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan wawasan 

dan kualitas kinerja staf desa Pattappa sudah cukup baik khususnya berkaitan 

dengan pengelolaan anggaran dana desa dan pelaksanaan pembangunan 

infrastruktur desa. 

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan SP selaku masyarakat 

desa Pattappa yang mengatakan bahwa: 
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“Staf desa sudah bekerja dengan baik dan sudah bekerja sesuai 

dengan regulasi dan tupoksinya, hal ini dilihat dari peningkatan 

kualitas kinerja staf desa.” (Hasil wawancara, SP, Senin, 29 Mei 

2023). 

 Dari hasil wawancara SP dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Staf desa 

sudah cukup baik, sudah bekerja sesuai dengan regulasi dan kepemimpinan hal ini 

dilihat dari pningkatan kinerja Staf desa. 

2. Sumberdaya Peralatan. 

 Sumberdaya peralatan merupakan sarana dan prasarana yang disediakan demi 

terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk 

mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas (Dwi Nurani, 2009). 

a. Sarana dan Prasarana 

 Adapun wawancara yang dilakukan peneliti dengan MS selaku Kepala Desa 

terkait dengan ketersediaan Sarana dan Prasarana yang dimiliki desa Pattappa, 

memberikan keterangan bahwa: 

“Dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di desa 

pattappa sudah ada penanggungjawabnya masing-masing sehingga 

pelaksanaan pembangunan harus berjalan efektif dan efisien dan 

alhamduillah hal ini bisa memberikan dampak yang sangat positif 

bagi masyarakat”. (Hasil wawancara, MS, Rabu, 31 Mei 2023). 

 Dari hasil wawancara MS dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap pelaksanaan 

pembangunan sarana dan prasaran di desa Pattapa sudah baik karena ada 

penanggung jawabnya masing-masing sehingga pelaksanaan pembangunan desa 

harus berjalan efektif dan efisien dan hal ini tentu memberikan dampak positif 

bagi masyarakat. 
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 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan MY selaku Kaur 

Keuangan dan Aset Desa Pattappa yang mengatakan bahwa: 

“Sarana dan Prasarana yang tersedia di desa Pattappa sudah cukup 

memadai. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya sudah 

tersedianya infrastruktur jalan, pembangunan lumbung desa, 

pembangunan jalan tani, dll.” (Hasil wawancara, MY, Rabu, 31 Mei 

2023). 

 Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyediaan sarana dan 

prasarana di desa pattappa sudah cukup memadai. Sarana dan prasarana tersebut 

diantaranya sudah tersedianya infrastruktur jalan, pembangunan lumbung desa, 

pembangunan jalan tani, dll. 

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan RS selaku Sekertaris desa 

Pattappa yang mengatakan bahwa: 

“Berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana sudah cukup 

maksimal, namun pemerintah desa harus melihat apa yang menjadi 

kebutuhan masyarakat.” (Hasil wawancara, RS, Selasa, 23 Mei 2023). 

 Dari hasil wawancara RS dapat ditarik kesimpulan bahwa berkaitan dengan 

pembangunan sarana dan prasarana sudah cukup maksimal, namun pemerintah 

desa harus melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. 

b. Fasilitas  

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan RH selaku ketua Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) desa Pattappa mengenai ketersediaan Fasilitas di 

desa Pattappa, yang mengatakan bahwa: 

“Dengan adanya penyediaan fasilitas, seperti pembangunan tempat 

ibadah, pembangunan jalan desa, perbaikan jembatan, yang 

diperuntuhkan untuk masyarakat tentu sangat bermanfaat bagi 

masyarakat”. (Hasil wawancara, RH, Senin, 29 Mei 2023). 
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 Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

penyediaan fasilitas yang diperuntuhkan untuk masyarakaat tentu sangat sangat 

bermanfaat bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan. 

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan SP selaku masyarakat 

desa Pattappa yang mengatakan bahwa: 

“Pemerintah desa sudah menyediakan fasilitas yang cukup bagi 

masyarakat namun memang penyediaannya yang masih bertahap dan 

belum maksimal.” (Hasil wawancara, SP, Senin, 29 Mei 2023). 

 Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah 

menyediakan fasilitas yang disediakan bagi masyarakat terbilang sudah cukup 

baik namun penyediaannya yang masih bertahap dan belum maksimal. 

 Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya 

yang dimiliki desa Pattappa dalam implementasi anggaran dana desa dalam 

menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattappa Kecamatan Pujananting 

Kabupaten Barru sudah cukup baik, dilihat dari jumlah staf di desa Pattappa sudah 

relatif cukup apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang harus 

dilaksanakan yaitu sebanyak 9 orang staf dengan total 15 (lima belas) orang 

perangkat desa. Selain itu staf desa sudah bertanggungjawab dalam melaksanakan 

tugasnya masing-masing sehingga mereka paham tentang pengelolaan anggaran 

dana desa dan pelaksanaan pembangunan harus berjalan efektif dan efisien 

sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat.  Pemerintah desa juga 

harus meningkatkan kompentensi dan pengetahuan aparat desa agar pelaksanaan 

dan pengelolaan anggaran dana desa dapat terealisasi dengan baik. Sedangkan 

sumberdaya peralatan yang dimiliki desa Pattappa dari segi perlengkapan sarana 
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dan prasarana maupun fasilitas sudah cukup memadai, Sarana dan prasarana 

tersebut diantaranya sudah tersedianya infrastruktur jalan, pembangunan lumbung 

desa, pembangunan jalan tani, dll. Serta adanya penyediaan fasilitas, seperti 

pembangunan tempat ibadah, pembangunan jalan desa, perbaikan jembatan, yang 

diperuntuhkan untuk masyarakat tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat. 

c. Disposisi (disposition) 

 Disposisi atau sikap implementor memiliki pengaruh terhadap implementasi 

kebijakan. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana 

yaitu sikap komitmen, kejujuran, dan tindakan pelaksana. 

1. Sikap Komitmen  

 Maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan MS selaku Kepala Desa 

Pattappa terkait dengan sikap Komitmen yang dimiliki oleh pemerintah desa 

Pattappa, memberikan keterangan bahwa: 

“Kami selalu berusaha untuk memahami kebutuhan dan keinginan 

masyarakat. Kami juga selalu berusaha untuk memaksimalkan kinerja 

pelaksana dalam setiap kegiatan pembangunan desa, karena ini 

merupakan komitmen dan tanggungjawab yang besar bagi kami, 

Selain itu saya juga berusaha untuk meningkatkan kualitas kinerja 

aparat desa”. (Hasil wawancara, MS, Rabu, 31 Mei 2023). 

 Dari hasil wawancara MS dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah desa 

Pattappa selalu berusaha untuk memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat 

dan selalu berusaha memaksimalkan kinerja pelaksana dalam setiap kegiatan 

pembangunan desa, karena itu merupakan komitmen dan tanggungjawab yang 

besar. selain itu pemerintah desa juga berusaha meningkatkan kualitas kinerja 

aparat desa. 
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 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan MY selaku Kaur 

Keuangan dan Aset Desa Pattappa, yang mengatakan bahwa: 

“Kami sebagai aparat desa harus bersikap komitmen untuk 

meningkatkan kualitas kinerja. Selain itu, kami juga sadar bahwa 

kualitas kinerja yang baik akan berdampak pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat”. (Hasil wawancara, MY, Rabu, 31 Mei 

2023). 

 Dari hasil wawancara MY dapat ditarik kesimpulan bahwa Sebagai aparat 

desa harus memiliki sikap komitmen untuk meningkatkan kualitas kinerja. Selain 

itu, mereka juga sadar bahwa kualitas kijnerja yang baik akan berdapak pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan RH selaku ketua BPD 

desa Pattappa yang mengatakan bahwa: 

“Setiap pembangunan yang ingin dibangun di desa ini berdasarkan 

komitmen pemerintah desa untuk kepentingan masyarakat yang akan 

dibangun setelah adanya kesepakatan bersama” (Hasil wawancara, 

RH, Senin, 29 Mei 2023). 

 Dari hasil wawancara RH dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan desa 

sudah baik karena setiap pembangunan yang ingin dibangun berdasarkan 

komitmen pemerinta desa untuk kepentingan masyarakat setelah melakukan 

kesepakatan bersama. 

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan SP selaku Masyarakat 

desa Pattappa yang mengatakan bahwa: 

“Menurut kami, sikap komitmen yang dimiliki pemerintah desa sangat 

penting bagi kami. Karena dapat meningkatkan kepedulian terhadap 

masyarakat.”  (Hasil wawancara, SP, Senin, 29 Mei 2023). 
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 Dari hasil wawancara SP dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap komitmen 

yang dimiliki pemerintah desa sangat penting bagi masyarakat. Karena dapat 

meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat. 

2. Sikap Kejujuran  

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan RS selaku Sekertaris desa 

Pattappa terkait dengan sikap kejujuran yang dimiliki pemerintah desa Pattappa, 

yang mengatakan bahwa: 

“Terkait dengan sikap kejujuran dapat kita lihat dari sikap para 

aparat desa dalam melaksanakan tugasnya, karena ini merupakan 

tanggungjawab dalam menyelesaikan pekerjaan,” (Hasil wawancara, 

RS, Selasa, 23 Mei 2023). 

 Dari hasil wawancara RS dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap para 

pelaksana dapat kita lihat dari kejujuran para aparat desa dalam melaksanakan 

tanggungjawab dalam meyelesaikan pekerjaan. 

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan RH selaku ketua Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) desa Pattappa yang mengatakan bahwa: 

“Namun jika dilihat dari sikap pelaksana sudah cukup baik, karena 

pemerintah desa sudah bersikap jujur dan transparansi dalam 

pengelolaan anggaran dana desa, dilihat dari adanya pelaksanaan 

pembangunan infrastruktur desa” (Hasil wawancara, RH, Senin, 29 

Mei 2023). 

Tabel 4.4 anggaran pendapatan dan belanja desa Pattappa 2021. 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Pattappa 2021 

No Pendapatan Desa  Belanja Desa Defisit  

1 Rp. 3.051.059.850,00 Rp. 2.751.095.850,00 Rp. 300.000.000,00 

Total   RP. 3.051.059.850,00 
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 Dari hasil wawancara RH dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap pelaksana 

yang dimiliki desa Pattappa sudah cukup baik, pemerintah desa sudah bersikap 

jujur dan transparansi dalam mengelola anggaran dana desa. 

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan MY selaku Kaur 

Keuangan dan Aset Desa Pattappa yang mengatakan bahwa: 

“Iya, setiap pembangunan yang telah dilakukan dibuatkan SPJ 

supaya memperlihatkan kejujuran dalam pengunaan anggaran dana 

desa terkait dengan apa saja yang dipakai dan pelaporan harus 

sesuai dengan aktivitas kegiatan” (Hasil wawancara, MY, Rabu, 31 

Mei 2023) 

 Dari hasil wawancara MY dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan 

pembangunan yang dilakukan didesa Pattappa sudah baik, karena Setiap 

pembangunan yang telah dilakukan dibuatkan SPJ supaya memperlihatkan sikap 

kejujuran dalam menggunakan anggaran dana desa terkait apa saja yang yang 

dipakai dan pelaporan harus sesuai dengan aktivitas kegiatan. 

3. Tindakan pelaksana 

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan MS selaku Kepala desa 

Pattappa terkait dengan Tindakan para pelaksana, yang mengatakan bahwa:  

“Dalam pelaksanaan pembangunan, perlu adanya tindakan langsung 

dari pemerintah desa untuk menentukan prioritas pembangunan 

setiap tahunya, dimana seluruh aparat desa dan masyarakat selalu 

ikut serta dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan desa, 

yang biasanya setiap kepala dusun akan diberikan arahan untuk 

pembangunan apa saja yang dibutuhkan di setiap dusunnya.” (Hasil 

wawancara, MS, Rabu, 31 Mei 2023). 

 

 Dari hasil wawancara MS dapat ditarik kesimpulan bahwa Dalam 

pelaksanaan pembangunan desa sudah baik, perlu adanya tindakan langsung dar 
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pemerintah desa untuk menentukan prioritas pembangunan setiap tahunnya, 

dimana seluruh aparat desa dan masyarakat selalu ikut serta dalam merencanakan 

pelaksanaan pmbangunan desa, yang biasanya setiap kepala dusun diberikan 

arahan untuk menetukan pembangunan apa yang dibutuhkan di setiap dusunnya. 

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan RS selaku Sekertaris desa 

Pattappa yang mengatakan bahwa: 

“Menurut saya sangat baik untuk desa pattappa sendiri karena setiap 

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melakukan 

pemberdayaan masyarakat desa. Ada juga sebagian penanaman 

lanjutan tentang perkebunan yang di danai langsung menggunakan 

dana desa.” (Hasil wawancara, RS, Selasa, 23 Mei 2023). 

 Dari hasil wawancara RS dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan 

pembangunan di desa Patappa sudah baik karena setiap tindakan yang dilakukan 

oleh pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa dan 

sebagian untuk penanaman lanjutan tentang perkebunan yang di danai langsung 

menggunakan dana desa. 

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan SP selaku masyarakat 

desa Pattappa, yang mengatakan bahwa: 

“Mengenai sikap pelaksana sudah sangat membantu masyarakat 

apalagi jika dilihat dari segi tindakan pemerintah desa dalam 

pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sudah sangat maksimal, 

karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seperti adanya 

pembangunan jalan tani tentu ini sangat mempermudah petani untuk 

mengakses jalan” (Hasil wawancara, SP, Senin, 29 Mei 2023). 

 Dari hasil wawancara SP dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap pelaksana 

yang dimiliki desa Pattappa sudah cukup baik, dilihat dari tindakan pemerintah 
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desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan Tani yang sangat 

memudahkan petani dalam untuk mengakses lokasi pertanian. 

 Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sikap 

pelaksana yang dimiliki pemerintah desa Pattappa sudah baik, karena aparat desa 

selalu berusaha memahami kebutuhan dan keinginan yang masyarakat, selalu 

berusaha memaksimalakan kinerja pelaksana dalam kegiatan pembangunan desa. 

sebagai aparat desa mereka harus bersikap komitmen untuk meningkatkan 

kualitas kinerja. Selain itu, aparat desa juga sadar bahwa kualitas kinerja yang 

baik akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengenai 

sikap pelaksana sudah sangat membantu masyarakat apalagi jika dilihat dari segi 

tindakan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa 

sudah sangat maksimal, karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seperti 

adanya pembangunan jalan tani tentu ini sangat mempermudah petani. 

d. Struktur birokrasi (bureucratic structure) 

 Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap 

implementasi kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam melakukan 

Implementasi Anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur 

di desa Pattappa. Bentuk organisasi dipilih sebagai suatu kesepakatan kolektif 

untuk memecahkan berbagai masalah sosial, Terdapat dua hal yang penting dalam 

struktur organisasi yaitu: Pertama, prosedur-prosedur dan ukuran dasar kerja atau 

Standard Operating Procedures (SOP) yang berasal dari dalam (internal) 

organisasi. Kedua, dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan 

kegiatan adalah fragmentasi yang berasal dari luar (eksternal) organisasi.  
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 Adapun hasil wawancara peneliti dengan MS selaku kepala desa Pattappa, 

mengenai struktur birokrasi desa Pattappa, memberikan keterangan bahwa: 

“Tentu ini yang menjadi tuntunan kita bahwa pengetahuan peragkat 

desa dalam melaksanakan tanggungjawabnya harus sesuai dengan 

ukuran dasar kinerja atau (SOP) dan sesuai dengan pemahaman dan 

prosedur-prosedur yang ada, karena setiap kasi dan kaur dikantor 

desa memiliki tugas masing-masing yang memiliki prosedur masing-

masing yang menjadi indikator dan acuan mereka dalam hal 

melaksanakan kegiatannya” (Hasil wawancara, MS, Rabu, 31 Mei 

2023).  

 Dari hasil wawancara MS dapat ditarik kesimpulan bahwa perangkat desa 

dalam melaksanakan tanggungjawabnya sudah baik karena sudah sesuai dengan 

ukuran dasar kinerja atau (SOP) dan sesuai dengan pemahaman dan prosedur-

prosedur yang ada, karena setiap kasi dan kaur memiliki tugas dan tanggung 

jawab masing-masing yang menjadi indikator dan acuan dalam melaksanakan 

kegiatan. 

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan MY selaku Kaur 

Keuangan dan Aset Desa Pattappa yang mengatakan bahwa: 

“Saya selalu memastikan bahwa tugas-tugas yang diberikan dapat 

dikerjakan sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP) agar 

dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. (Hasil wawancara, MY, 

Rabu, 31 Mei 2023). 

 Dari hasil wawancara MY dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah desa 

sudah bekerja sesuai dengan Standar Operating Procedur (SOP), sehingga tugas 

yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. 

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan RS selaku Sekertaris desa 

Pattappa yang mengatakan bahwa: 
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“Berbicara mengenai anggaran dana desa kita sebagai aparat desa 

selalu memberikan musyawarah-musyawarah agar penggunaan 

anggaran dana desa digunakan sesuai dengan aturan, sebagai bentuk 

untuk mengantisipasi penggunaan anggaran dana desa di desa 

Pattappa ini supaya kita aman dari penyalagunaan anggaran dana 

desa” (Hasil wawancara, RS, Selasa, 23 Mei 2023). 

 Dari hasil wawancara RS dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja aparat desa 

Pattappa sudah cukup baik karena selalu memberikan musyawarah-musyawarah 

mengenai penggunaan anggaran dana desa supaya digunakan sesuai dengan aturan 

guna untuk mengantisipasi penyalagunaan anggaran dana desa. 

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan RH selaku ketua Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) desa Pattappa yang mengatakan bahwa: 

“Untuk setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh aparat desa 

sudah berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan aturan 

pemerintah setiap melakukan kegiatan yang dikelolah langsung oleh 

pemerintah desa, sehingga setiap pelaksanaan anggaran dana desa 

sesuai dengan hasil kegiatan perencanaan yang telah dilakukan” 

(Hasil wawancara, RH, Senin, 29 Mei 2023). 

 Dari hasil wawancara RH dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah cukup baik karena dilakukan 

berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mengikuti aturan 

pemerintah desa, sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang 

telah dilakukan. 

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan SP selaku masyarakat 

desa Pattappa yang mengatakan bahwa: 

“Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa perlu 

adanya koordinasi terlebih dahulu antara aparat desa dengan 

masyarakat atau antar organisasi yang terlibat, namun dalam 

beberapa kegiatan memang masih ada yang menjadi kendala dan 
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menyulitkan pelaksanaan koordinasi tersebut” (Hasil wawancara, SP, 

Senin, 29 Mei 2023). 

  Dari hasil wawancara SP dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan 

kegiatan sudah baik namun perlu adanya koordinasi terlebih dahulu yang 

dilakukan antara aparat desa dengan masyarakat atau antar organasasi dalam 

setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa. 

 Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 

pemerintah desa dalam melaksanakaan tanggungjawabnya harus sesuai dengan 

ukuran dasar kinerja dan disesuaikan dengan pemahaman dan prosedur yang ada, 

karena setiap bagian pelaksana memiliki tugas masing-masing dan memiliki 

prosedur masing-masing yang dijadikan indikator dan acuan dalam melaksanakan 

tugasnya. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa perlu adanya 

koordinasi terlebih dahulu antar aparat desa agar tugas dan tanggungjawab yang 

diberikan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan harus mengikuti Standard 

Operating Procedures (SOP) agar pelakasanaan pembangunan infrastruktur desa 

sesuai dengan hasil yang telah ditentukan. 

2. Faktor penghambat implementasi anggaran dana desa dalam 

menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattappa kecamatan 

Pujananting kabupaten Barru. 

 Dalam suatu proses pembangunan infrastruktur desa tentu memiliki faktor 

yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa 

namun ada beberapa Upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi 
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hambatan dalam pembangunan infrastruktur di desa Pattappa Kecamatan 

Pujananting Kabupaten Barru. 

 Adapun hasil wawancara peneliti dengan MS selaku Kepala desa Pattappa 

mengenai faktor penghambat dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur 

desa dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, yang mengatakan bahwa: 

“Biasanya yang menjadi hambatan karena faktor cuaca, ketika 

pembangunan desa sudah dimulai terkadang curah hujan 

menghambat dan harus menundah pembangunan”. (Hasil wawancara, 

MS, Rabu, 31 Mei 2023). 

 Lebih lanjut menjelasakan mengenai upaya untuk mengatasi hambatan 

tersebut mengatakan bahwa: 

"Upaya yang dilakukan tentu kita harus menunggu cuaca bagus untuk 

melanjutkan pembangunan” (Hasil wawancara, MS, Rabu, 31 Mei 

2023). 

 Dari hasil wawancara MS dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi 

faktor penghambat pembangunan infrastruktur desa salah satunya karena faktor 

cuaca yang kurang mendukung, dan terkadang curah hujan menjadi penghambat 

proses pengerjaan pembangunan. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi hambatan tersebut adalah para pekerja harus menunggu cuaca bagus 

untuk melanjutkan kembali proses pembangunan. 

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan MY selaku Kaur 

Keuangan dan aset desa Pattappa yang mengatakan bahwa: 

“Masih ada keterbatasan sarana dan prasarana sehingga 

mengakibatkan tidak optimalnya pembangunan infrastruktur desa, 

apa lagi rendahnya pengetahuan para pekerja menjadi penyebab 

hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan”. (Hasil wawancara, 

MY, Rabu, 31 Mei 2023). 



66 

 

 

 

 Lebih lanjut menjelasakan mengenai upaya untuk mengatasi hambatan 

tersebut mengatakan bahwa: 

“Perlu adanya bimbingan langsung yang diberikan, agar 

pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan dengan baik, dan 

pembangunan infrastruktur dilaksanakan lebih maksimal”. (Hasil 

wawancara, MY, Rabu, 31 Mei 2023). 

 Dari hasil wawancara MY dapat ditarik kesimpulan bahwa keterbatasan para 

pekerja menjadi penghambat sehingga mengakibatkan tidak optimalnya 

pembangunan infrastruktur desa, apa lagi masih rendahnya pengetahuan para 

pekerja menjadi penyebab hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan. 

Sedangkan upaya untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya bimbingan langsung 

yang diberikan untuk para pekerja agar dapat meningkatkan kualitas kinerja dalam 

melakukan pembangunan.  

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan RS selaku sekertaris desa 

Pattappa yang mengatakan bahwa: 

“Yang terlalu terhambat itu biasanya karena bahan dan peralatan 

pembangunan yang harus kita ambil dari toko atau yang punya usaha 

ada kendala, jadi itu biasa membuat pembangunan jadi tertunda,”. 

(Hasil wawancara, RS, Selasa, 23 Mei 2023). 

 Lebih lanjut menjelasakan mengenai upaya untuk mengatasi hambatan 

tersebut mengatakan bahwa: 

“Untuk mengantsispasi kita harus turun langsung dan memantau 

yang punya kuasa atau yang punya kepentingan untuk membantu 

kegiatan ini dalam melaksanakan pembangunan”. (Hasil wawancara, 

RS, Selasa, 23 Mei 2023). 

 Dari hasil wawancara RS dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi salah 

satu penghambat pembangunan infrastruktur desa karena bahan dan peralatan 
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pembangunan yang harus dikirim dari toko ada kendala, jadi ini yang membuat 

pembangunan jadi tertunda. sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal 

tersebut adalah pemerintah desa turun langsung untuk memantau yang punya 

kepentingan dan wewenang untuk membantu pelaksanaan kegiatan pembangun. 

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan RH selaku Ketua BPD 

desa Pattappa yang mengatakan bahwa: 

“Dalam proses pembangunan desa hambatanya biasa terjadi karena 

sumber daya manusianya yang masih kurang baik, misalnya dalam 

pengerjaan jalan yang masih kurang maksimal sehingga bangunan 

cepat pecah. Dan dari segi lainya biasa yang menghambat karena 

faktor cuaca”. (Hasil wawancara, RH, Senin, 29 Mei 2023). 

 Lebih lanjut menjelasakan mengenai upaya untuk mengatasi hambatan 

tersebut mengatakan bahwa: 

“Untuk upaya mengatatasi hambatan tersebut, kami harus memantau 

langsung proses pelaksanaan pembangunan”. (Hasil wawancara, RH, 

Senin, 29 Mei 2023). 

 Dari hasil wawancara RH dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses 

pelaksanaan pembangunan yang menjadi hambatan adalah sumber daya manusia 

yang masih kurang baik, sehingga pengerjaan yang dilakukan kurang maksimal. 

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah 

pemerintah desa harus memantau langsung proses pelaksanaan pembangunan 

tersebut. 

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan SP selaku masyarakat 

desa Pattappa yang mengatakan bahwa: 

“Yaitu dikarenakan dari masyarakat sendiri yang tidak mau 

membebaskan lahan mereka untuk dijadikan jalan tani atau 
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pembangunan lumbung desa”. (Hasil wawancara, SP, Senin, 29 Mei 

2023). 

 Lebih lanjut menjelasakan mengenai upaya untuk mengatasi hambatan 

tersebut mengatakan bahwa: 

“Kita harus memberikan pemahaman dan melakukan musyawarah 

kepada masyarakat terkait dengan pentingnya pembangunan desa 

untuk kepentingan bersama”. (Hasil wawancara, SP, Senin, 29 Mei 

2023). 

 Dari hasil wawancara SP dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi 

penghambat pembangunan biasa karena masyarakat sendiri yang tidak mau 

membebaskan lahan mereka untuk dijadikan jalan tani atau ditempati membangun 

lumbung desa. Sedangkan upaya untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah 

desa harus melalukan musyawarah atau memberikan pemahaman kepada 

masayarakat terkait dengan pentingnya pembangunan desa untuk kepentingan 

bersama. 

 Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor 

penghambat dalam melakukan pembangunan infrastruktur desa biasanya 

disebabkan karena faktor cuaca yang tidak baik sehingga harus menunda 

pelaksanaan pembangunan selain karena faktor cuaca ada beberapa yang menjadi 

penghambat misalnya sumber daya manusia yang masih kurang baik, rendahnya 

pengetahuan para pekerja, dan pemahaman masyarakat mengenai pembangunan 

infrastruktur yang masih kurang sehingga hal ini yang menjadi penghambat dalam 

suatu implementasi. Sedangkan upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

perlu adanya bimbingan langsung yang diberikan untuk para pekerja agar dapat 

meningkatkan kualitas dalam melakukan pembangunan, selain itu pemerintah 
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desa harus memantau langsung proses pelaksanaan pembangunan serta melakukan 

musyawarah dan memberikan pemahaman kepada masayarakat terkait dengan 

pentingnya pembangunan desa untuk kepentingan bersama. 

C. Pembahasanan Hasil penelitian  

 Pembahasan hasil penelitian mengenai Implementasi anggaran dana desa 

dalam menunjang Pembangunan Infrastruktur di desa Pattappa Kecamatan 

Pujananting Kabupaten Barru. 

1. Implementasi anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan 

infrastruktur di desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. 

 Berdasarkan pembahasan mengenai implementasi anggaran dasa desa dalam 

menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattapa, maka penulis 

menggunakan 4 (Empat) indikator implementasi Teori dari George C. Edward III 

(dalam Agustino,2014:149-154). yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) 

Disposisi, (4) Struktur organisasi.  

1. Komunikasi (commucation) 

 Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Pattappa sudah baik, 

mereka saling mendukung satu sama lain dalam hal meningkatkan pembangunan 

infrastruktur desa, serta selalu menjaga hubungan baik antara aparat desa dengan 

masyarakat. Pemerintah desa juga sangat membantu dan berperang penting dalam 

meningkatkan keterampilan aparat desa. Pemerintah desa melaksanakan 

komunikasi yang baik dengan masyarakat dan mampu menunjukkan adanya sikap 

dan persepi yang konsisten pada SOP sehingga membuat masyarakat merasa puas. 

Pemerintah desa juga selalu menjaga komunikasi baik dengan masyarakat melalui 
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informasi yang jelas untuk meningkatkan motivasi dalam setiap kegiatan 

sosialisasi mengenai pembangunan desa. Selain itu masyarakat selalu ikut 

berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, 

sehingga komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat terjalin dengan baik. 

Dengan adanya kegiatan sosialisasi dan musyawarah desa maka komunikasi 

antara aparat desa dengan masyarakat terjalin dengan baik sehingga memudahkan 

pemerintah desa untuk memberikan arahan kepada masyarakat. 

 Keberhasilan suatu implementasi kebijakan masyarakat agar implementator 

mengetahui apa yang harusnya dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran 

kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan 

mengurangi distorsi implementasi. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana 

kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu 

organisasi, komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam 

bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interprestasi yang 

sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan 

tersebut. 

 Penyaluran Informasi merupakan persyaratan pertama bagi implementasi 

kebijakan sebab implementors yang melaksanakan kebijakan tersebut harus 

memahami apa yang harus mereka lakukan. Dalam proses penyaluran informasi 

menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) mengkehendaki suatu kebijakan 

publik disampaikan tidak hanya kepada implementors kebijakan saja namun juga 

kepada kelompok sasaran kebijakan yaitu masyarakat pemohon izin dan pihak 

lain yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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 Indikator keberhasilan komunikasi yang dibahas dalam implementasi 

Anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa 

Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru sesuai dengan pendapat 

Edward III (1980) yaitu terdiri dari kejelasan komunikasi, penyaluran komunikasi, 

dan konsistensi informasi. 

 Komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi antar organisasi tidak 

hanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa akan tetapi 

komunikasi antar masyarakat juga merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam 

keberhasilan suatu Implementasi agar bisa berjalan dengan baik. 

2. Sumber daya  

 Sumberdaya yang dimiliki desa Pattappa dalam implementasi anggaran dana 

desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattappa Kecamatan 

Pujananting Kabupaten Barru sudah cukup baik, dilihat dari jumlah staf di desa 

Pattappa sudah relatif cukup apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang 

harus dilaksanakan yaitu sebanyak 9 orang staf dengan total 15 (lima belas) orang 

perangkat desa. Selain itu staf desa sudah bertanggungjawab dalam melaksanakan 

tugasnya masing-masing sehingga mereka paham tentang pengelolaan anggaran 

dana desa dan pelaksanaan pembangunan harus berjalan efektif dan efisien 

sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat.  Pemerintah desa juga 

harus meningkatkan kompentensi dan pengetahuan aparat desa agar pelaksanaan 

dan pengelolaan anggaran dana desa dapat terealisasi dengan baik. Sedangkan 

sumberdaya peralatan yang dimiliki desa Pattappa dari segi perlengkapan sarana 

dan prasarana maupun fasilitas sudah cukup memadai, Sarana dan prasarana 
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tersebut diantaranya sudah tersedianya infrastruktur jalan, pembangunan lumbung 

desa, pembangunan jalan tani, dll. Serta adanya penyediaan fasilitas, seperti 

pembangunan tempat ibadah, pembangunan jalan desa, perbaikan jembatan, yang 

diperuntuhkan untuk masyarakat tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat. 

 Sumberdaya memiliki peranan penting dalam proses implementasi. Konsisten 

dan kejelasan suatu kegiatan tidak akan efektif apabila dalam pelaksanaannya 

kurang memiliki sumberdaya. Sumberdaya yang mempengaruhi keberhasilan atau 

kegagalan implementasi kebijakan yaitu: Sumber daya manusia dalam konteks ini 

ialah staff yang merupakan sumber daya yang paling berpengaruh dalam proses 

pelaksanaan kebijakan (Edward III dalam widodo, 2010:98). Sumberdaya manusia 

harus memiliki jumlah yang cukup serta memiliki kemampuan dan keterampilan 

yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan. 

 Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan 

memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang 

terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap 

tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas 

sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan 

secara politik. 

3. Disposisi (disposition) 

 Sikap pelaksana yang dimiliki pemerintah desa Pattappa sudah baik, karena 

aparat desa selalu berusaha memahami kebutuhan dan keinginan yang 

masyarakat, selalu berusaha memaksimalakan kinerja pelaksana dalam kegiatan 

pembangunan desa. sebagai aparat desa mereka harus bersikap komitmen untuk 
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meningkatkan kualitas kinerja. Selain itu, aparat desa juga sadar bahwa kualitas 

kinerja yang baik akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Mengenai sikap pelaksana sudah sangat membantu masyarakat apalagi jika dilihat 

dari segi tindakan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur 

desa sudah sangat maksimal, karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat 

seperti adanya pembangunan jalan tani tentu ini sangat mempermudah petani.  

 Disposisi dalam implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai sikap 

implementors yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah 

ditetapkan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijaka tertentu, 

dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan 

kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal, dan 

sebaliknya bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan 

pembuat keputusan maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi lebih sulit 

(Winarno,2004:142). Kecenderungan perilaku dan karakteristik dari pelaksanaan 

implementasi kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi 

kebijakan yang sesuai dengan tujuan. Karakter yang harus dimiliki oleh pelaksana 

kebijakan adalah kejujuran dan komitmen. Komitmen yang tinggi bisa membuat 

para pelaksana antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan 

tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

 Terkait dengan konsep tentang disposisi atau sikap pelaksana dalam 

implementasi sebuah kebijakan, maka hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa faktor disposisi (sikap pelaksana) memiliki peran penting dalam 
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implementasi anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di 

desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. 

4. Struktur birokrasi (bureucratic structure). 

 Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 

pemerintah desa dalam melaksanakaan tanggungjawabnya harus sesuai dengan 

ukuran dasar kinerja dan disesuaikan dengan pemahaman dan prosedur yang ada, 

karena setiap bagian pelaksana memiliki tugas masing-masing dan memiliki 

prosedur masing-masing yang dijadikan indikator dan acuan dalam melaksanakan 

tugasnya. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa perlu adanya 

koordinasi terlebih dahulu antar aparat desa agar tugas dan tanggungjawab yang 

diberikan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan harus mengikuti Standard 

Operating Procedures (SOP) agar pelakasanaan pembangunan infrastruktur desa 

sesuai dengan hasil yang telah ditentukan. 

 Menurut Edward III dalam Agustino (2008:153-154), yang mempengaruhi 

keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. 

Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para 

pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai 

keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan tidak dapat 

dilaksanakan atau direalisasikannya kebijakan tersebut karena terdapatnya 

kelemahan dalam struktur birokrasi. Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang 

sangat signifikan terhadap suatu implementasi. Aspek struktur organisasi meliputi 

salah satunya mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Mekanisme didalam 
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implementasi kebijakan itu biasanya sudah ditentukan standart operation 

procedur (SOP). Standart Operating Procedure (SOP) merupakan pedoman bagi 

setiap implementator dalam bertindak agar tidak melenceng dari tujuan dan 

sasaran. Pelaksanaan kegiatan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama 

dari banyak orang ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada pelaksana yang 

tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya yang ada menjadi tidak 

efektif dan menghambat jalannya suatu kegiatan. Birokrasi sebagai pelaksana 

sebuah kegiatan harus dapat mendukung pelaksanaan kegiatan yang telah 

diputuskan dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. 

 Secara umum struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering 

terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Bentuk organisasi 

dipilih sebagai suatu kesepakatan kolektif untuk memecahkan berbagai masalah 

sosial, Terdapat dua hal yang penting dalam struktur organisasi yaitu: Pertama, 

prosedur-prosedur dan ukuran dasar kerja atau Standard Operating Procedures 

(SOP) yang berasal dari dalam (internal) organisasi. Kedua, dari struktur birokrasi 

yang berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan adalah fragmentasi yang berasal 

dari luar (eksternal) organisasi. 

2. Faktor penghambat implementasi anggaran dana desa dalam 

menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattappa kecamatan 

Pujananting kabupaten Barru. 

 Faktor penghambat dalam melakukan pembangunan infrastruktur di desa 

Pattappa biasanya disebabkan karena faktor cuaca yang tidak baik sehingga harus 

menunda pelaksanaan pembangunan selain karena faktor cuaca ada beberapa yang 
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menjadi penghambat misalnya sumber daya manusia yang masih kurang baik, 

rendahnya pengetahuan para pekerja, dan pemahaman masyarakat mengenai 

pembangunan infrastruktur yang masih kurang sehingga hal ini yang menjadi 

penghambat dalam suatu implementasi. Sedangkan upaya untuk mengatasi 

masalah tersebut adalah perlu adanya bimbingan langsung yang diberikan untuk 

para pekerja agar dapat meningkatkan kualitas dalam melakukan pembangunan, 

selain itu pemerintah desa harus memantau langsung proses pelaksanaan 

pembangunan serta melakukan musyawarah dan memberikan pemahaman kepada 

masayarakat terkait dengan pentingnya pembangunan desa untuk kepentingan 

bersama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan tentang 

Implementasi anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di 

desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru maka peneliti dapat 

menarik kesimpulan bahwa: 

1. kesimpulan yang di peroleh penulis dari hasil penelitian adalah bahwasanya 

implementasi Anggaran Dana Desa di Desa Pattappa sudah berjalan cukup 

baik, dilihat dari Komunikasi sudah berjalan baik antara aparat desa dangan 

masyarakat melalui musyawarah, sumber daya (manusia dan peralatan) yang 

sudah relatif cukup baik dari jumlah staf maupun dari segi perlengkapan, 

sikap pelaksana yang selalu berusaha memahami dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat, serta struktur birokrasi dilakukan oleh pemerintah desa mengikuti 

Standard Operating Procedures (SOP). Sehingga pemerintah desa perlu lebih 

memperhatikan proses penyelenggaraan pembangunan infrastruktur melalui 

anggaran dana desa agar dapat menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. 

2. Dari segi faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi Anggaran 

Dana Desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattappa 

adalah proses pelaksanaan pembangunan terhambat akibat faktor cuaca, 

kurang melakukan koordinasi terlebih dahulu antara pemerintah desa dengan 

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sarana dan prasarana yang 

dimiliki masih belum cukup mendukung, serta kemampuan perangkat desa 
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yang belum memadai sehingga mengakibatkan tidak optimalnya 

pembangunan infrastruktur desa. 

B. Saran  

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Adapun saran yang dapat penulis 

sampaikan dalam penelitian ini Untuk Pemerintah Desa Pattappa agar lebih 

memperhatikan pembangunan infrastruktur desa dan pengelolaan anggaran dana 

desa lebih transparansi kepada masyarakat, serta rutin melakukan kegiatan 

sosialisasi mengenai pembangunan infrastruktur desa, Dengan upaya untuk 

meningkatkan kualitas pembangunan Infrastruktur di desa Pattappa. 
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keterangan: Peta desa pattappa 

                                              

 

Keterangan: kantor desa pattappa 
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Keterangan: Musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat 
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keterangan: dokumentasi wawancara dengan informan 
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